
 

 
 

 
 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH 

 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

NOMOR  3  TAHUN  2014 
 

TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN   

TAHUN 2013-2032 
 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 
 

BUPATI  HULU  SUNGAI  SELATAN, 
 

Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 78 ayat (4) 

huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2013-2032. 

 
Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4401); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomof 5059); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembran Negra Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5103); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5160); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Evalusi Rencangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 nomor 934); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah 

tentang Rencna Tata Ruang Wilayah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahu 2012 Nomor 647); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor Seri 110). 
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Dengan  Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

dan 
BUPATI  HULU  SUNGAI  SELATAN 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA           
RUANG WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN  2013-2032.  
 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki 
hubungan fungsional. 

9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 

ruang untuk fungsi budi daya. 

10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 

rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola 
ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

12. Daya Tampung Lingkungan Hidup kemampuan lingkungan hidup untuk 
menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau di 

masukan ke dalamnya. 
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13. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu 
wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu 

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi 
menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya 

dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut. 

14. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 
kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. 

15. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah 

kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk menjadi PKL dengan 
fungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa 

kecamatan. 

16. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK merupakan 

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 
kecamatan atau beberapa desa. 

17. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat 

permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 

18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan 
lori, dan jalan kabel. 

19. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling 

menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan 
wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu 

hubungan hierarkis; 

20. Sistem Jaringan Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan 

antar kota yang tidak terputus dalam kota; 

21. Sistem Jaringan  Sekunder adalah jaringan jalan yang melayani lalu 
lintas di dalam kawasan perkotaan. 

22. Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat 
kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat 

kegiatan wilayah; 

23. Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan 

sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder 
kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder 
kedua; 

24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi 
daya; 

25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 

alam dan sumber daya buatan. 

26. Kawasan Rawan Bencana yaitu kawasan yang mempunyai potensi tinggi 
mengalami bencana alam berupa longsor dan banjir. 

27. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu kawasan dan ruang 
disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan 

dengan bentukan geologi tertentu mempunyai manfaat tinggi untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
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28. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan 
tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat 

pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 

29. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas 

yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar 
maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan 

erosi, serta memelihara kesuburan tanah, hayati yang didominasi 
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan 
yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 

30. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

31. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan 

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan 
tetap. 

32. Kawasan Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah wilayah 

yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan berdasarkan Rencana 
Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian 

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

34. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah merupakan ruang yang 
diperuntukkan bagi pengelompokan perumahan penduduk termasuk 

didalamnya sarana/parasarana sosial ekonomi bagi penduduk dengan 
kegiatan usaha non pertanian. 

35. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah merupakan ruang yang 
diperuntukkan bagi pengelompokan perumahan penduduk yang terkait 

dengan pola lingkungan perdesaan dengan dominasi kegiatan usahanya 
dibidang pertanian. 

36. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi 

kriteria untuk tanaman budidaya tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan dan peternakan. 

37. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah 
beririgasi, rawa dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering 

potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. 

38. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya 
pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan 
cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya 

dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan 
kedaulatan pangan nasional. 

39. Kawasan Budidaya Hortikultura adalah kawasan lahan potensial untuk 
pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara 
monokultur maupun tumpang sari. 

40. Kawasan Perkebunan adalah merupakan ruang yang diperuntukkan bagi 
kegiatan perkebunan dengan memperhatikan jenis dan sifat tanaman 

serta pengelolaannya. 
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41. Kawasan Perikanan adalah merupakan ruang yang diperuntukkan bagi 
kegiatan perikanan baik perikanan darat maupun sungai/rawa.  

42. Kawasan Pariwisata adalah merupakan ruang yang diperuntukkan bagi 
kegiatan Pariwisata baik wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata 

sejarah. 

43.Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di 

dalamnya.  

44.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah 
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air 

tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 

45.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang 

terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan. 

46.Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada 

sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi 
kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.  

47.Jaringan irigasi adalah saluran, dan bangunan pelengkapnya yang 

merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, 
pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. 

48.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu 
jaringan irigasi.  

49.Wilayah sungai adalah kesatuan pengelolaan sumber daya air dalam 
satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang 
luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. 

50.Cekungan air tanah merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas 
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses 

pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 

51.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

52.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

53.Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih 
pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi 
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan 

oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem 
permukiman dan sistem agrobisnis. 

54.Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 

lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan. 

55.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang 

diperuntukan bagi kegiatan industri yang terdiri dari Kawasan Industri 
dan zona Industri. 
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56.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri 
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang 

dikembangkan dan dikelola secara terpadu oleh suatu lembaga atau 
institusi tertentu. 

57.Kawasan Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional 
yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.  

58.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, 
keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lain. 

59.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 

alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

60.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan. 

61.Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-
pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada 

tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota 
oleh pejabat yang berwenang. 

62.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang 

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi 
sungai. 

63.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 

aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

64.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan 
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

65.Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus 
dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan 

sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib 
sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. 

66.Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan 

terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. 

67.Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi 

pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan 
rencana tata ruang. 

68.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan, yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mempunyai fungsi 

membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang 
di daerah. 
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69.Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi. 

70.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan 
nonpemerintah lain dalam penataan ruang.  

71.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang.  

72.Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan 
masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

73.Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, 

dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang.  

 
BAB II 

RUANG LINGKUP SUBSTANSI 
 

Pasal 2  
 

Ruang lingkup RTRW Kabupaten mencakup: 
 
1. Wilayah perencanaan yang meliputi seluruh wilayah administrasi 

dengan luas 180.494 Ha;  
2. Secara astronomis terletak antara 02º 29’ 58” sampai dengan 02º 56’ 10” 

Lintang Selatan dan 114º 51’ 19” sampai dengan 115º 36’ 19” Bujur 
Timur; dan 

3. Batas-batas wilayah kabupaten meliputi: 
a. Sebelah Timur dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan 

Kabupaten Kota Baru; 

b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar; 
c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten 

Tapin; dan 
d. Sebelah Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah. 
 

 

BAB  III 
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 
 

Bagian Kesatu 
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 

 

Pasal 3  
 

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan 
struktur ruang dan pola ruang yang efisien, aman, nyaman dan 

berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Kabupaten Agropolitan. 
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Bagian Kedua 
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 

 
Paragraf 1 

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 
 

Pasal 4  
 

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan 
ruang wilayah. 

 
(2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 
a. pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan 

seimbang; 

b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana 
secara terpadu dan merata; 

c. pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan 
daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan; 

d. pengembangan agropolitan; 
e. pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan; 
f. pemantapan dan pelestarian kawasan lindung; 

g. penanganan kawasan rawan bencana;  
h. pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan 

i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan 
negara. 

 
Paragraf 2 

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 

 
Pasal 5  

 
(1) Strategi pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara 

merata dan seimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf a terdiri atas:  
a. memperkuat fungsi dan peran PKL dan PKLp;  

b. memperkuat fungsi dan peran PPK; 
c. memperkuat fungsi dan peran PPL; dan 

d. menguatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan 
perdesaan secara sinergis. 

 
(2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan 

prasarana secara terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas: 
 

a. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan sistem 
pelayanan jaringan prasarana transportasi darat; 

b. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan air 
baku; 

c. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan; 

d. meningkatkan pengelolaan air limbah; 
e. meningkatkan pengelolaan sistem drainase; 

f. meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku; dan 
g. mengembangkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana. 
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(3) Strategi pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai 
dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c  terdiri atas: 
 a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumberdaya 

alam, berdasarkan kesesuaian lahan; 
 b. mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas 

unggulan; 
 c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan 

untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah; 

 d. mengelola pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tak 
terbarukan secara optimal, proporsional dan berkelanjutan;dan 

 e. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu 
pada kawasan sentra-sentra produksi, kawasan industri, dan 

kawasan perdagangan dan jasa. 
 
(4) Strategi pengembangan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (2) huruf d  terdiri atas: 
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan; 
b. mengembangkan kegiatan industri pengolahan perdagangan dan jasa; 

c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan 
agropolitan; dan 

d. mempertahankan luasan lahan pertanian. 

 
(5) Strategi pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas: 
a. mengembangkan kawasan wisata; dan 

b. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata. 
 

(6) Strategi pemantapan dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f  terdiri atas: 
 

a. menetapkan kawasan lindung; 
b. mempertahankan luasan kawasan hutan lindung dan mencegah 

terjadinya alih fungsi lahan pada kawasan lindung; 
c. mempertahankan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan dan 

kelestarian keanekaragaman hayati;  

d. merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi fungsi lindung. 
e. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak 

kawasan lindung; 
f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian 

kawasan lindung; 
g. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan formal otonom 

dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar; 

h. melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan 
illegal dalam kawasan lindung; dan  

i. menyelenggarakan upaya terpadu dalam mengurangi pencemaran 
udara, pencemaran air, pencemaran tanah terhadap kawasan 

lindung. 
 
(7) Strategi penanganan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g  terdiri  atas: 
 

a. mengidentifikasi kawasan rawan bencana; 
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b. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan 
bencana tanah longsor;  

c. mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan kritis rawan bencana 
tanah longsor; 

d. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dalam 
pengendalian banjir; dan 

e. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur 
pengendali banjir.  

 

 
(8) Strategi untuk pengembangan dan pengendalian kawasan strategis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h terdiri atas: 
 

a. menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan 
kekhususannya; 

b. mengembangkan kawasan strategis provinsi yang berada di 

kabupaten; 
c. mengembangkan dan meningkatkan kawasan strategis kabupaten; 

dan 
d. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis. 

 
(9) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan 

keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i 

terdiri atas: 
 

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dan provinsi 
dengan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; 

b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya 
tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; 

c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar 

kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan 
keamanan; dan 

d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/militer. 
 

 
BAB IV 

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH  

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 6  
 

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi : 

a. pusat-pusat kegiatan; 
b. sistem jaringan prasarana utama; dan 

c. sistem jaringan prasarana lainnya.  
 

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang 
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Kedua 
Pusat-Pusat Kegiatan 

 
Pasal 7  

 
(1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf a meliputi: 
a. rencana sistem perkotaan; dan  
b. rencana sistem perdesaan.  

 
(2) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a terdiri atas: 
 

a. PKL Kandangan dengan fungsi utama sebagai kawasan jasa 
pemerintahan umum skala regional dan fungsi penunjangnya 
sebagai perdagangan skala regional dan lokal, pertanian, 

perkebunan, peternakan, pertambangan, kawasan militer, industri 
non polutan dan pergudangan dan jasa transportasi angkutan 

darat; 
 

b. PKLp meliputi : 
 

1. PKLp Daha Selatan dengan fungsi utama sebagai industri dan 

pergudangan skala regional dengan fungsi penunjangnya 
perdagangan skala regional dan lokal, pertanian, perikanan, 

peternakan, perkebunan, rawa, pariwisata lokal, dan jasa 
transportasi angkutan sungai dengan skala regional; 

2. PKLp Loksado dengan fungsi utama sebagai pusat pariwisata 
skala regional dan nasional dengan fungsi penunjangnya 
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, 

dan Industri dengan skala lokal; dan 
3. PKLp Simpur dengan fungsi utama pengembangan kelapa dalam 

skala lokal dan regional dengan fungsi penunjangnya pertanian, 
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan industri; 

 
c. PPK meliputi : 

 

1. PPK Angkinang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan 
skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya 

pertanian,perkebunan, pertanian, peternakan, dan industri 
dengan skala lokal; 

2. PPK Telaga Langsat berfungsi sebagai pusat kegiatan 
pemerintahan skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya 
pertanian, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, 

pertambangan dan industri dengan skala lokal; 
3. PPK Sungai Raya berfungsi sebagai pusat kegiatan 

pemerintahan skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya 
pertanian, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, 

pertambangan, dan industri dengan skala lokal; 
4. PPK Padang Batung berfungsi sebagai pusat kegiatan 

pemerintahan skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya 

pertanian, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, 
pertambangan, dan industri dengan skala lokal; 

5. PPK Kalumpang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan 
skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya pertanian, 
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kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, 
dan industri dengan skala lokal; 

6. PPK Daha Utara berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan 
skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya pertanian, 

kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, 
dan industri dengan skala lokal; dan  

7. PPK Daha Barat berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan 
skala kecamatan dengan fungsi penunjangnya pertanian, 
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, 

dan industri dengan skala lokal. 
 

(3) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    
huruf b berupa PPL berperan melayani desa yang berada di sekitarnya 

meliputi: 
 
a. Desa Hamalau di Kecamatan Sungai Raya;  

b. Desa Bamban di Kecamatan Angkinang;  
c. Desa Amawang Kiri dan Desa Sungai Kupang di Kecamatan 

Kandangan;  
d. Desa Kaliring di Kecamatan Padang Batung;  

e. Desa Wasah Tengah dan Desa Kapuh di Kecamatan Simpur;  
f. Desa Tambingkar di Kecamatan Kalumpang;  
g. Desa Banua Hanyar, Desa Tambangan, Desa Samuda, dan Desa 

Pihanin di Kecamatan Daha Selatan;  
h. Desa Pekapuran Kecil, Desa Baruh Kambang, dan Desa Hamayung 

di Kecamatan Daha Utara;  
i. Desa Tanuhi di Kecamatan Loksado; 

j. Desa Tanjung Selor di Kecamatan Daha Barat; dan 
k. Desa Longawang di Kecamatan Telaga Langsat.  

 

Bagian Ketiga 
Sistem Jaringan Prasarana Utama 

 
Pasal 8  

 
Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas: 

 
a. rencana sistem jaringan transportasi darat; dan 

b. rencana sistem jaringan perkeretaapian. 
 

Paragraf 1 
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat 

 

Pasal 9  
 

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf a berupa  

 
a. lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas : 

1. jaringan jalan dan jembatan; 

2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan 
3. jaringan layanan lalu lintas. 

b. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. 
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Pasal 10  
 

(1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf a angka 1 terdiri atas: 

a. peningkatan jalan dan jembatan baru; dan 
b. pengoptimalan jalan. 

 
(2) Peningkatan jalan dan jembatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  huruf a meliputi: 

 
a. rencana jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara 

bagian barat dengan bagian tengah Kalimantan Selatan meliputi ruas 
Negara – Kandangan;  

b. rencana pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang 
menghubungkan antara bagian tengah dengan bagian timur - tenggara 
Kalimantan Selatan meliputi: Kandangan – Batulicin; dan 

c. ruas jalan kabupaten meliputi ruas bundaran Hamalau – Muara Banta 
– Jalan Al-Falah – Jalan HM.Yusi – Gambah.  

d. rencana pengembangan jaringan jalan bagi kegiatan perkebunan 
kelapa sawit. 

 
(3) Pengoptimalan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi:  

 
a. jalan Arteri Primer (AP) status nasional meliputi: 

1. ruas jalan Jembatan Manggaris (bts. Kab. HSS) - Bts. Kota 
Kandangan;  

2. ruas jalan Jln. Sudirman (Kandangan);  
3. ruas jalan Bts. Kota Kandangan - ds. Bagambir (bts. Kab. Hst); dan 
4. ruas jalan Jln. Ahmad Yani (Kandangan).  

b. jalan Kolektor Primer 2 status provinsi yang menghubungkan 
Kandangan - Padang Batung - Lumpangi - Loksado – Batulicin 

meliputi:  
1. ruas jalan Jl. Antasari (Kandangan); 

2. ruas jalan Jl. Sutoyo (Kandangan); 
3. ruas jalan Jl. Hasan Basri (Kandangan);   
4. ruas jalan Kandangan - Pd Batung; 

5. ruas jalan Padang Batung - Lumpangi - Loksado; dan  
6. ruas jalan Lumpangi - Batu Licin.   

c. jalan Kolektor Primer 2 status provinsi yang menghubungkan 
Kandangan - Balimau - Muara. Muning meliputi:  

1. Jl. Hantarukung (Kandangan);  
2. Jl. Tibung Raya (Kandangan);   
3. Kandangan – Balimau;   

4. Balimau - Muara Muning;   
5. Kandangan - Negara - Tumbakan Banyu;  

6. Jl. Raya Negara (Kandangan);   
7. Kandangan – Negara; dan   

8. Negara - Tumbukan Banyu.   
d. jalan Lokal berupa ruas jalan utama penghubung antar kecamatan di 

wilayah Kabupaten meliputi 312 (tiga ratus dua belas) ruas jalan yang 

menjadi kewenangan Kabupaten; dan 
e. pembangunan jembatan sebagai penghubung antar kecamatan di 

wilayah Kabupaten. 
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(4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tabel 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 11  
 

(1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 huruf a angka 2 berupa terminal penumpang.  

(2) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi:   
a. Terminal penumpang tipe C di Kelurahan Kandangan Utara 

Kecamatan Kandangan;  
b. Terminal Angkutan Penumpang Perdesaan di Kelurahan Kandangan 

Kota Kecamatan Kandangan.  
  

Pasal 12  

 
Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 

angka 3 berupa  jaringan trayek angkutan perdesaan meliputi:   
 

a. Kandangan – Padang Batung – Loksado;  
b. Kandangan – Negara;  
c. Kandangan – Kalumpang;  

d. Kandangan – Angkinang – Telaga Langsat;  
e. Kandangan – Padang Batung – Malinau; 

f. Kandangan – Sungai Raya – Batang Kulur;  
g. Kandangan – Padang Batung – Batu Laki;  

h. Kandangan – Sungai Raya – Malutu;  
i. Kandangan – Angkinang – Bamban; 
j. Kandangan – Simpur – Asam; 

k. Bayanan – Hamayung;  
l. Bayanan – Banua Hanyar;  

m. Bayanan – Pandak Daun; dan 
n. Bayanan – Tambangan.  

 
Pasal 13  

 

Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf b terdiri atas:  

 
a. pengembangan pelabuhan penyeberangan berada di Pelabuhan 

Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan.  
b. pengembangan dermaga meliputi:  

1. Dermaga Andi Tajang di Desa Tumbukan Banyu;  

2. Dermaga Pasar Senin di Kecamatan Daha Selatan; dan 
3. Dermaga Jalan Kramat di Kecamatan Daha Selatan. 

 
Paragraf 2 

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian 
 

Pasal 14  

 
(1) Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas: 
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a. rencana pengembangan jaringan rel kereta api penumpang dan 
barang; dan  

b. rencana pengembangan stasiun kereta api penumpang dan barang. 
(2) Rencana pengembangan jaringan rel kereta api penumpang dan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur rel kereta api 
Tapin-Hulu Sungai Selatan-Hulu Sungai Tengah melintasi:  

1. Kecamatan Sungai Raya;  
2. Kecamatan Kandangan; dan 
3. Kecamatan Angkinang.  

(3) Rencana pengembangan stasiun kereta api penumpang dan barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun Kandangan 

berada di Kecamatan Kandangan.   
 

Bagian Keempat 
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

 

Pasal 15  
 

(1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas : 

a. rencana sistem jaringan energi; 
b. rencana sistem jaringan telekomunikasi; 
c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan 

d. rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan. 
(2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 
50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A, Lampiran III.B 

dan Lampiran III.C yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 

 
Paragraf 1 

Rencana Sistem Jaringan Energi 
 

Pasal 16  
 

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

huruf a, meliputi : 
 

a. pembangkit tenaga listrik; dan 
b. jaringan prasarana energi. 

 
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

 
a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi: 

1. PLTMH di Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung;  
2. PLTMH di Desa Ulang Kecamatan Loksado;  

3. PLTMH di Desa Malinau Kecamatan Loksado; dan 
4. PLTMH di Desa Haratai I Kecamatan Loksado; 

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi : 

1. PLTS di Desa Badaun Kecamatan Daha Barat; 
2. PLTS di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat; 

3. PLTS di Desa Bajayau lama Kecamatan Daha Barat; 
4. PLTS di Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat; 
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5. PLTS di Desa Bajayau Tengah Kecamatan Daha Barat; 
6. PLTS di Desa Baru Kecamatan Daha Barat; 

7. PLTS di Desa Muning Dalam Kecamatan Daha Selatan; 
8. PLTS di Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado; 

9. PLTS di Desa Tumingki Kecamatan Loksado; 
10. PLTS di Desa Loklahung Kecamatan Loksado; 

11. PLTS di Desa Halunuk Kecamatan Loksado; 
12. PLTS di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado; 
13. PLTS di Desa Malinau Kecamatan Loksado; 

14. PLTS di Desa Pantai Langsat Kecamatan Loksado;  
15. PLTS di Desa Ulang Kecamatan Loksado; 

16. PLTS di Desa Karang Bulan Kecamatan Kalumpang; 
17. PLTS di Desa Balanti Kecamatan Kalumpang; 

18. PLTS di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur; dan 
19. PLTS di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat; 

 

c. Listrik biogas meliputi : 
1. Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur; 

2. Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya; 
3. Desa Pakuan Timur Kecamatan Angkinang; 

4. Desa Angkinang Kecamatan Angkinang; 
5. Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung; dan 
6. Desa Sirih Hulu Kecamatan Kalumpang. 

 
 d. briket batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya. 

 
(3) Jaringan Prasarana Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berupa jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di setiap 
kecamatan. 

 

Paragraf 2 
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi 

 
Pasal 17  

 
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. jaringan kabel; dan 
b. jaringan nirkabel. 

(2) Pengembangan sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, meliputi: 

a. pengembangan sistem kabel menggunakan media transmisi jaringan 
kabel serat optik dan tembaga; dan 

b. optimalisasi pemanfaatan jaringan dan meningkatkan pelayanan 

terutama di setiap Kecamatan. 
(3) Pengembangan sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, berupa pemanfaatan menara telekomunikasi secara terpadu. 
 

Paragraf 3 
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

 

Pasal 18  
 

(1) Rencana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas : 
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a. Wilayah Sungai (WS); 
b. Cekungan Air Tanah (CAT); 

c. jaringan irigasi,; 
d. jaringan air baku untuk air minum;  

e. jaringan air minum kepada kelompok pengguna; dan 
f. sistem pengendali banjir. 

 
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, 

pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air 
secara terpadu (intergrated) dengan memperhatikan arahan pola dan 

rencana pengelolaan sumber daya air WS Barito; 
 

(3) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  
a. WS lintas provinsi berupa DAS Barito melintasi:  

1. Kecamatan Daha Selatan;  

2. Kecamatan Daha Utara; dan  
3. Kecamatan Daha Barat.  

b. WS kabupaten berada di Sub DAS Amandit, meliputi: 
1. Sungai Amandit;  

2. Sungai Penahayan;  
3. Sungai Mangkiki;  

4. Sungai Piranim; 
5. Sungai Nii;  
6. Sungai Harayun;  

7. Sungai Tariban;  
8. Sungai Atib;  

9. Sungai Meniani;  
10. Sungai Malinau;  

11. Sungai Mandapai;  
12. Sungai Lokbahari;  
13. Sungai Panakulan;  

14. Sungai Malutu;  
15. Sungai Bangkarung; dan  

16. Sungai Anjadihuma.  
 

(4) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa CAT Palangkaraya-Banjarmasin; 
 

(5) Jaringan irigasi dan bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 

 
a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Nasional berupa :  

1. DI. Telaga Langsat seluas kurang lebih 3.018 (tiga ribu delapan 
belas) hektar di Kecamatan Telaga Langsat;  

2. DI. Amandit seluas kurang lebih 5.472 (lima ribu empat ratus 

tujuh puluh dua) hektar di Kecamatan Padang Batung, 
Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan 

Simpur, dan Kecamatan Angkinang.  
 

b. D.I kewenangan kabupaten dengan luas baku kurang lebih 14.309 
(empat belas ribu tiga ratus sembilan) hektar yang tercantum dalam 
Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini; 
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c. Bendung meliputi:  
1. Bendung Amandit di Kecamatan Sungai Raya;  

2. Bendung Telaga Langsat di Kecamatan Telaga Langsat; 
3. Bendung Tayub di Kecamatan Telaga Langsat;  

4. Bendung Kuangan di Kecamatan Padang Batung;  
5. Bendung Pamujaan di Kecamatan Simpur; 

6. Bendung Ta’al di Kecamatan Sungai Raya;  
7. Bendung Hawatu di Kecamatan Padang Batung;  
8. Bendung Jarau di Kecamatan Sungai Raya; dan  

9. Bendung Nunungin di Kecamatan Padang Batung. 
 

d. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; 
 

e. pengembangan Daerah Irigasi (DI) pada seluruh daerah potensial 
yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung 
ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; 

dan 
 

f. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah 
teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya. 

 
(6) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) huruf c terdiri atas:  

 
a. bendung meliputi:  

1. Bendung Amandit di Kecamatan Sungai Raya;  
2. Bendung Telaga Langsat di Kecamatan Telaga Langsat; 

3. Bendung Tayub di Kecamatan Telaga Langsat;  
4. Bendung Kuangan di Kecamatan Padang Batung;  
5. Bendung Pamujaan di Kecamatan Simpur; 

6. Bendung Ta’al di Kecamatan Sungai Raya;  
7. Bendung Hawatu di Kecamatan Padang Batung;  

8. Bendung Jarau di Kecamatan Sungai Raya; dan  
9. Bendung Nunungin di Kecamatan Padang Batung. 

 
b. pemanfaatan air permukaan meliputi sebaran sungai-sungai di WS 

Barito meliputi :  

1. Sungai Amandit;  
2. Sungai Penahayan;  

3. Sungai Mangkiki;  
4. Sungai Piranim; 

5. Sungai Nii;  
6. Sungai Harayun;  
7. Sungai Tariban;  

8. Sungai Atib;  
9. Sungai Meniani;  

10. Sungai Malinau;  
11. Sungai Mandapai;  

12. Sungai Lokbahari;  
13. Sungai Panakulan;  
14. Sungai Malutu;  

15. Sungai Bangkarung; dan  
16. Sungai Anjadihuma.  

 
c. sebaran Mata Air terdapat di Kecamatan Loksado; 
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d. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air 
permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah; 

e. SPAM di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya 
air untuk menjamin ketersediaan air baku; 

f. prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan 
perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang 

dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat 
permukiman di seluruh kecamatan; dan 

g. pembangunan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.  

(7) Jaringan air minum kepada kelompok pengguna sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d terdiri atas:  

a. peningkatan kapasitas sambungan langganan meliputi:  

1. sumber air minum Muara Banta; 
2. sumber air minum Padang Batung; 
3. sumber air minum Angkinang; 

4. sumber air minum Negara; 
5. sumber air minum Kalumpang; dan 

6. sumber air minum Simpur-Sungai Raya. 

b. rencana pemasangan sambungan langganan baru untuk wilayah 

kecamatan yang belum terlayani. 

(8) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

meliputi : 

a. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-
bangunan pengendali banker di seluruh sungai rawan banjir 

b. normalisasi sungai-sungai di kabupaten meliputi sungai amandit dan 
sebaran sungai lainnya. 

 
Paragraf 4 

Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan 
 

Pasal 19  

 
(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas: 
a. sistem jaringan persampahan;  

b. sistem jaringan air limbah;  
c. sistem jaringan air minum;  
d. sistem jaringan drainase; dan 

e. jalur dan ruang evakuasi bencana.  
(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 
a. pelayanan persampahan di setiap ibukota kecamatan sesuai 

kebutuhan dan karakteristik wilayah; 
b. optimalisasi pelayanan persampahan perkotaan Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) Malutu Desa Sungai Raya Selatan di Kecamatan Sungai 

Raya; 
c. rencana pembangunan TPA meliputi : 

1. Desa Muning di Kecamatan Daha Selatan; dan 
2. Desa Madang di Kecamatan Padang Batung. 

d. sistem pengelolaan dan teknologi persampahan dilakukan dengan 
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sanitary landfill; 
e. pengolahan sampah dilakukan melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle); 

f. pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga; 
dan 

g. pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara Terpadu (TPST) di 
setiap kecamatan  yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis 

lokasi. 
 

 
(3) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 

 
a. sistem perpipaan untuk kawasan perkotaan; 

b. sistem setempat (on site) untuk kawasan perdesaan; 
c. pengembangan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dalam sistem 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan industri;  
d. pengelolaan limbah secara komunal di kawasan padat penduduk; 
e. pengembangan prasarana limbah medis meliputi: 

1. Kecamatan Kandangan;  
2. Kecamatan Sungai Raya; dan 

3. Kecamatan Daha Selatan. 
f. pengembangan prasarana limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

terpadu di Kecamatan Kandangan.  
 

(4) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi: 
 

a. optimalisasi sumber air untuk mengurangi tingkat kebocoran; 
b. penyediaan air minum dengan sistem perpipaan dan sistem non 

perpipaan terdiri atas:  
1. sistem jaringan air minum perpipaan dikembangkan di kawasan 

perkotaan yang merupakan pusat-pusat kegiatan;dan 

2. sistem jaringan air minum non perpipaan dikembangkan di 
kawasan-kawasan yang mempunyai potensi sumber air dan tidak 

terlayani sistem perpipaan. 
c. optimalisasi pemanfaatan sumber air baku permukaan di kawasan 

perkotaan, perdesaan dan kawasan sulit air. 
 

(5) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d meliputi: 
 

a. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem DAS 
dan sub DAS untuk kawasan perdesaan; dan 

 
b. pengembangan sistem drainase terpadu untuk kawasan perkotaan 

yang rentan banjir meliputi:  
1. Kecamatan Kandangan; 
2. Kecamatan Daha Selatan; 

3. Kecamatan Daha Utara; dan 
4. Kecamatan Angkinang. 

 
(6) Rencana jalur evakuasi  dan ruang evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: 
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a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan 
dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau 

ruang terbuka publik; 
b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan 

mengoptimalkan jaringan jalan yang ada;  
c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang terbuka publik 

yang cukup besar meliputi alun-alun kota, lapangan olahraga, 
halaman, dan/atau gedung pelayanan umum; 

d. jalur evakuasi bencana alam tanah longsor meliputi:  

1. Kecamatan Padang Batung;  
2. Kecamatan Loksado; dan 

3. Kecamatan Telaga Langsat. 
e. jalur evakuasi bencana alam banjir meliputi: 

1. Kecamatan Loksado;  
2. Kecamatan Kandangan:  
3. Kecamatan Kalumpang:  

4. Kecamatan Angkinang:  
5. Kecamatan Sungai Raya:  

6. Kecamatan Padang Batung;   
7. Kecamatan Telaga Langsat;   

8. Kecamatan Daha Selatan;  
9. Kecamatan Daha Utara; dan  
10. Kecamatan Daha Barat. 

 
 

BAB V 
RENCANA POLA RUANG WILAYAH 

 
Bagian Kesatu 

Umum  

 
Pasal 20  

 
(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas: 

a. kawasan lindung; dan  
b kawasan budidaya.  
 

(2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 50.000 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

 
 

Bagian Kedua  

Kawasan Lindung 
 

Pasal 21  
 

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a 
terdiri atas: 
 

a. Kawasan hutan lindung;  
b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 

c. kawasan perlindungan setempat; 
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan 
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e. kawasan rawan bencana alam. 
 

 
Paragraf 1 

Kawasan Hutan Lindung 
 

Pasal 22  
 
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a 

seluas kurang lebih 23.918 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan 
belas) hektar meliputi: 
 

a. Kecamatan Loksado seluas kurang lebih 19.955 (sembilan belas ribu 
sembilan ratus lima puluh lima) hektar;  

b. Kecamatan Padang Batung seluas kurang lebih 3.059 (tiga ribu lima 
puluh sembilan) hektar; dan 

c. Kecamatan Telaga Langsat  seluas kurang lebih 904 (sembilan ratus 
empat) hektar.  

 
 
 

Paragraf 2 
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan 

Bawahannya 
 

Pasal 23  
 

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa 
kawasan resapan air. 

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdapat di: semua kawasan hutan lindung meliputi:  

a. Kecamatan Loksado seluas kurang lebih 7.490 (tujuh ribu empat 
ratus sembilan puluh) hektar;  

b. Kecamatan Padang Batung seluas kurang lebih 750 (tujuh ratus lima 

puluh) hektar; dan  
c. Kecamatan Telaga Langsat seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima 

puluh) hektar.  
   

Paragraf 3 
Kawasan Perlindungan Setempat 

 

Pasal 24  
 

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf c meliputi: 

a. kawasan perlindungan sempadan sungai; 
b. kawasan perlindungan sekitar danau; dan 
c. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. 

 
(2) Kawasan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Sub DAS Nagara; dan 

b. Sub-Sub DAS Amandit. 
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(3) Kawasan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan : 

 
a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada 

sungai bertanggul di kawasan perkotaan; 
b. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada 

sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; 
c. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai 

tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter di 

kawasan perkotaan; 
d. sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi kiri-kanan sungai 

tidak bertanggul dengan kedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua 
puluh) meter di kawasan perkotaan; 

e. sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai 
tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter di 
kawasan perkotaan; dan 

f. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi kiri-kanan sungai 
besar tidak bertanggul dan 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri-kanan 

sungai kecil tidak bertanggul yang di luar kawasan perkotaan. 
 

(4) Kawasan perlindungan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1)  huruf b meliputi:  
 

a. Danau Bangkau di Kecamatan Kandangan seluas kurang lebih 615 
(enam ratus lima belas) hektar; 

b. Danau Paharangan di Kecamatan Daha Utara seluas kurang lebih 8 
(delapan) hektar;  

c. Danau Pantai Ulin di Kecamatan Simpur seluas kurang lebih 5 (lima) 
hektar;  

d. Danau Muning Dalam di Kecamatan Daha Selatan seluas kurang 

lebih 5 (lima) hektar;  
e. Danau Bago Tanggul di Kecamatan Kalumpang seluas kurang lebih 6 

(enam) hektar; dan 
f. Danau Bajayau Lama di Kecamatan Daha Barat seluas luas kurang 

lebih 6 (enam) hektar. 
 

(5) Kawasan perlindungan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  huruf b ditetapkan dengan ketentuan:  
a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 

(seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi; atau 
b. daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap 

bentuk dan kondisi fisik danau. 
 

(6) Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

seluas  kurang lebih 2.580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) hektar 
atau 30 % dari keseluruhan kawasan perkotaan terdiri atas: 

 
a. RTH publik meliputi: 

1. lapangan olahraga;  
2. hutan kota; 
3. taman kota; 

4. tempat pemakaman umum; dan  
5. jalur hijau sepanjang jalan, rel kereta api, dan sungai. 
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b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik 
masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan. 

 
Paragraf 4 

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya  
 

Pasal 25  
 

(1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas:  
a. kawasan suaka alam;  

b. kawasan pelestarian alam; dan 
c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 

 
(2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

seluas kurang lebih 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) hektar berada 

di Cagar Alam Gunung Kantawan.  
 

(3) Kawasan pelestarian alam  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa kawasan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan yang 

diperbolehkan ditangkap hanya sebagai keperluan penelitian.  
 
(4) Kawasan perlindungan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berupa kawasan konservasi perairan meliputi:  
 

a. Reservaat Danau Bangkau di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan 
dengan zona inti seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;  

b. Reservaat sungai Jarum di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan 
dengan zona inti seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar;  

c. Kawasan Rawa Simpur di Tanggul Desa Pantai Ulin Kecamatan 
Simpur dengan zona inti seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;  

d. Kawasan Bago Tanggul di Desa Bago tanggul Kecamatan Kalumpang 

dengan zona inti seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;  
e. Kawasan Bajayau Lama di Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha 

Barat dengan zona inti seluas kurang lebih 5 (lima) hektar; dan 
f. Kawasan Muning Dalam di Desa Muning Dalam Kecamatan Daha 

Selatan dengan zona inti seluas kurang lebih 6 (enam) hektar.  
g. Zona perikanan berkelanjutan berada di luar zona inti seluas kurang 

lebih 730 (tujuh ratus tiga puluh) hektar, dan  

h. Zona pemanfaatan berada di luar zona inti dan zona perikanan 
berkelanjutan dengan luas kurang lebih 487 (empat ratus delapan 

puluh tujuh) hektar. 
 

(5) kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 
 

a. Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi di Kecamatan Daha Selatan;  
b. Masjid Su’ada di Kecamatan Simpur;  

c. Benteng Madang di Kecamatan Padang Batung;  
d. Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV 

Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di desa Ni’ih;  
e. Makam Tumpang Talu di Kecamatan Kandangan;  
f. Kubur Anam di Kecamatan Sungai Raya;  

g. Rumah Bersejarah H. Kaspul Anwar di Kecamatan Padang Batung; 
dan 
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h. Rumah Bersejarah H.Abdul Kadir di Kecamatan Padang Batung. 
 

Paragraf 5 
Kawasan Rawan Bencana Alam 

 

Pasal 26  
 

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf e meliputi: 

a.   kawasan rawan bencana longsor; dan 
b.   kawasan rawan bencana banjir. 

 

(2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi:  

 
a. Kecamatan Loksado terdapat di Desa Hulu Banyu; 

b. Kecamatan Padang Batung terdapat di Desa Batu Laki; dan 
c. Kecamatan Telaga Langsat terdapat di Desa Hamak dan Hamak 

Utara. 
 

(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 
 

a. Kecamatan Kandangan meliputi:  
1. Desa Jambu Hilir;  

2. Desa Baluti;  
3. Desa Sungai Kupang; 
4. Kelurahan Kandangan Barat;  

5. Desa Sungai Paring; dan  
6. Desa Lungau.  

 
b. Kecamatan Kalumpang meliputi:  

1. Desa Kalumpang;  
2. Desa Karang Paci; 
3. Desa Bago Tanggul; 

4. Desa Karang Bulan;  
5. Desa Balanti; dan  

6. Desa Balimau.  
 

c. Kecamatan Angkinang meliputi:  
1. Desa Telaga Sili-sili;  
2. Desa Sungai Hanyar;  

3. Desa Angkinang;  
4. Desa Angkinang Selatan; dan  

5. Desa Bakarung. 
 

d. Kecamatan Sungai Raya meliputi:  
1. Desa Sungai Raya Selatan;  
2. DesaTanah Bangkang; dan  

3. Desa Ida Manggala. 
 

e. Kecamatan Padang Batung meliputi:  
1. Desa Malutu;  

2. Desa Batu Laki;  
3. Desa Malilingin;  
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4. Desa Jelatang;  
5. Desa Batu Bini; dan  

6. Desa Karang Jawa Muka. 
 

f. Kecamatan Telaga Langsat meliputi:  
1. Desa Mandala;  

2. Desa Lok Binuang;  
3. Desa Pakuan Timur; dan  
4. Desa Gumbil. 

 
g. Kecamatan Daha Selatan;  

 
h. Kecamatan Daha Utara; dan 

  
i. Kecamatan Daha Barat. 
 

Bagian Kedua  
Kawasan Budidaya 

 
Pasal 27  

 
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b 
terdiri atas: 

 
a. kawasan peruntukan hutan produksi; 

b. kawasan peruntukan pertanian; 
c. kawasan peruntukan perikanan; 

d. kawasan peruntukan pertambangan; 
e. kawasan peruntukan industri; 
f. kawasan peruntukan pariwisata; 

g. kawasan peruntukan permukiman; dan 
h. kawasan peruntukan lainnya. 

 
 

Paragraf 1 
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 

 

Pasal 28  
 

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 huruf a terdiri atas: 

a. kawasan hutan produksi tetap; dan  
b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi 

 

(2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a seluas kurang lebih 12.460 (dua belas ribu empat ratus enam 

puluh) hektar meliputi: 
 

a. Kecamatan Loksado seluas kurang lebih 4.545 (empat ribu lima ratus 
empat puluh lima) hektar;  

b. Kecamatan Padang Batung seluas kurang lebih 7.072 (tujuh ribu 

tujuh puluh dua) hektar; 
c. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 444 (empat ratus empat 

puluh empat) hektar; 
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d. Kecamatan Telaga Langsat seluas kurang lebih 399 (tiga ratus 
sembilan puluh sembilan) hektar. 

 
(3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 18.722 (delapan belas ribu 
tujuh ratus dua puluh dua) hektar terdapat di: 

 
a. Kecamatan Daha Barat seluas kurang lebih 2.415 (dua ratus empat 

lima belas) hektar; 

b. Kecamatan Daha Selatan seluas kurang lebih 5.464 (lima ribu empat 
ratus enam puluh empat) hektar; dan 

c. Kecamatan Daha Utara seluas kurang lebih 10.843 (sepuluh ribu 
delapan ratus empat puluh tiga) hektar. 

 
Paragraf 2 

Kawasan Peruntukan Pertanian 

 
Pasal 29  

 
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

huruf b terdiri atas : 
a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; 
b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura; 

c. kawasan peruntukan perkebunan; dan 
d. kawasan peruntukan peternakan. 

 
(2) Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a     

terdiri atas:  
 
a. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah seluas kurang lebih 

33.452 (tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu koma 
seratus dua puluh tiga) hektar meliputi:  

 
1. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 3.575 (tiga ribu lima 

ratus tujuh puluh lima) hektar;  
2. Kecamatan Simpur seluas kurang lebih 3.940 (tiga ribu sembilan 

ratus empat puluh) hektar;  

3. Kecamatan Kandangan seluas kurang lebih 3.776 (tiga ribu tujuh 
ratus tujuh puluh enam) hektar;  

4. Kecamatan Telaga Langsat seluas kurang lebih 1.443 (seribu 
empat ratus empat puluh tiga) hektar;  

5. Kecamatan Daha Utara seluas kurang lebih 4.550 (empat ribu 
lima ratus lima puluh) hektar;  

6. Kecamatan Padang Batung seluas kurang lebih 1.764 (seribu 

tujuh ratus enam puluh empat) hektar;  
7. Kecamatan Kalumpang seluas kurang lebih 1.837 (seribu delapan 

ratus tiga puluh tujuh) hektar;  
8. Kecamatan Angkinang seluas kurang lebih 3.891 (tiga ribu 

delapan ratus sembilan puluh satu) hektar;  
9. Kecamatan Daha Selatan seluas kurang lebih 5.624 (lima ribu 

enam ratus dua puluh empat) hektar; dan 

10. Kecamatan Daha Barat seluas kurang lebih 3.047 (tiga ribu 
empat puluh tujuh) hektar. 
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b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering/tegalan seluas 
kurang lebih 4.602 (empat ribu enam ratus dua) hektar meliputi :  

 
1. Kecamatan Padang Batung seluas kurang lebih 52 (lima puluh 

dua) hektar;  
2. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 1.454 (seribu empat 

ratus lima puluh empat) hektar; 
3. Kecamatan Telaga Langsat seluas kurang lebih 703 (tujuh ratus 

tiga) hektar; 

4. Kecamatan Simpur seluas kurang lebih 1.546 (seribu lima ratus 
empat puluh enam) hektar; dan 

5. Kecamatan Kalumpang seluas kurang lebih 845 (delapan ratus 
empat puluh lima) hektar. 

 
c. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah seluas kurang lebih 

27.168 (dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan) hektar 

yang berada pada Daerah Irigasi sebagai lahan pertanian pangan 
berkelanjutan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri. 

 
d. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah seluas kurang lebih 

3.630 (tiga ribu enam ratus tiga puluh) hektar akan dipersiapkan 
sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang 
ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.  

 
(3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.797 (tiga ribu tujuh ratus 
sembilan tujuh) hektar diarahkan sesuai dengan jenis komoditas: 

 
a. buah-buahan seluas kurang lebih 948 (Sembilan ratus empat puluh 

delapan) hektar meliputi wilayah:  

 
1. Kecamatan Telaga Langsat seluas kurang lebih 107 (seratus tujuh) 

hektar; 
2. Kecamatan Padang Batung 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) 

hektar; dan 
3. Kecamatan Kandangan 102 (seratus dua) hektar. 

 

b. sayur-sayuran seluas 2.848 (dua ribu delapan ratus empat puluh 
delapan) hektar meliputi wilayah:  

 
1. Kecamatan Sungai Raya berupa lahan pekarangan;  

2. Kecamatan Telaga Langsat berupa lahan sawah;  
3. Kecamatan Kandangan berupa lahan pekarangan dan lahan sawah;  
4. Kecamatan Angkinang berupa lahan pekarangan dan lahan sawah; 

5. Kecamatan Padang Batung seluas kurang lebih 196 (seratus 
Sembilan puluh enam) hektar; 

6. Kecamatan Daha Selatan seluas kurang lebih 2.652 (dua ribu enam 
ratus lima puluh dua) hektar; 

7. Kecamatan Daha Utara berupa lahan sawah; 
8. Kecamatan Daha Barat berupa lahan sawah; dan 
9. Kecamatan Kalumpang berupa lahan pekarangan dan lahan sawah. 

 
(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c seluas 93.088 (sembilan puluh tiga ribu delapan puluh delapan) 
hektar meliputi : 
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a. perkebunan karet seluas kurang lebih 29.041 (dua puluh sembilan 
ribu empat puluh satu) hektar meliputi:  

 
1. Kecamatan Telaga Langsat;  

2. Kecamatan Padang Batung; 
3. Kecamatan Loksado;  

4. Kecamatan Sungai Raya; dan 
5. sebagian Kecamatan Angkinang. 

 

b. perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 55.000 (lima puluh lima 
ribu) hektar meliputi: 

1. Kecamatan Angkinang; 
2. Kecamatan Daha Barat;  

3. Kecamatan Daha Selatan; 
4. Kecamatan Daha Utara;  
5. Kecamatan Kalumpang;  

6. Kecamatan Kandangan; dan 
7. Kecamatan Simpur;  

 
c. perkebunan kayu manis seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar 

terdapat di Kecamatan Loksado. 
  

d. perkebunan Kelapa Dalam seluas kurang lebih 7.047 (tujuh ribu 

empat puluh tujuh) hektar meliputi:  
 

1. Kecamatan Simpur;  
2. Kecamatan Kalumpang;  

3. Kecamatan Sungai Raya;  
4. Kecamatan Padang Batung;  
5. Kecamatan Telaga Langsat;  

6. Kecamatan Kandangan; dan  
7. Kecamatan Angkinang. 

 
(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c meliputi : 
 
a. ternak besar meliputi : 

1. sapi potong; dan 
2. kerbau rawa. 

 
b. ternak kecil meliputi: 

1. kambing; dan 
2. domba. 

 

c. ternak unggas meliputi: 
1. ayam buras; 

2. ayam ras; dan 
3. itik. 

 
(6) Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :   

a. ternak sapi potong meliputi: 

 
1. daerah sentra sapi meliputi : Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan 

Simpur, dan Kecamatan Kalumpang;  
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2. daerah pengembangan meliputi Kecamatan Kandangan, Kecamatan 
Padang Batung, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Telaga Langsat 

dan Kecamatan Loksado; dan 
 

3. kawasan peruntukan pembibitan dan pengembangan ternak sapi 
seluas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar berada di Desa 

Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya. 
 

b. ternak kerbau rawa meliputi:  

1. Kecamatan Daha Barat;  
2. Kecamatan Daha Utara; dan 

3. Kecamatan Daha Selatan. 
 

(7) Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi : 
a. ternak kambing berada di seluruh kecamatan; 
b. ternak domba meliputi:  

 
1. Kecamatan Kandangan; dan  

2. Kecamatan Daha Selatan 
 

(8) Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi : 
 
a. ternak ayam buras dan ayam ras berada di seluruh kecamatan; 

b. ternak itik meliputi:  
 

1. daerah sentra meliputi Kecamatan Daha Utara; dan  
2. daerah pengembangan meliputi : Kecamatan Daha Selatan, 

Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan 
Simpur, dan Kecamatan Angkinang.  

 
 

Paragraf 3 

Kawasan Peruntukan Perikanan 
 

Pasal 30  

 
(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

huruf c seluas kurang lebih 48.235 (empat puluh delapan ribu dua ratus 
tiga puluh lima) hektar terdiri atas : 

 
a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; 
b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;  

c. kawasan pengolahan ikan; dan 
d. kawasan konservasi perairan. 

 
(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdapat di sekitar sungai besar dan danau meliputi: 
  
a. Kecamatan Daha Barat;  

b. Kecamatan Daha Selatan;  
c. Kecamatan Daha Utara;  

d. Kecamatan Kandangan;  
e. Kecamatan Simpur;  

f. Kecamatan Kalumpang; 
g. Kecamatan Angkinang; 
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h. Kecamatan Telaga Langsat; dan 
i. Kecamatan Sungai Raya. 

 
(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b terdiri atas: 
 

a. pengembangan kawasan perikanan kolam bagi kolam tambak dan 
kolam rawa meliputi:  
 

1. Kecamatan Kandangan;  
2. Kecamatan Daha Selatan;  

3. Kecamatan Kalumpang; 
4. Kecamatan Padang Batung; 

5. Kecamatan Loksado; 
6. Kecamatan Sungai Raya; 
7. Kecamatan Telaga Langsat; dan 

8. Kecamatan Simpur. 
 

b. pengembangan kawasan perikanan keramba meliputi:  
1. Kecamatan Daha Selatan;  

2. Kecamatan Daha Utara;  
3. Kecamatan Daha Barat; 
4. Kecamatan Kalumpang; dan 

5. Kecamatan Kandangan. 
 

c.  pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya berupa 
Balai Benih Ikan (BBI) Pahampangan Kecamatan Padang Batung. 

 
(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c 

meliputi:  

 
a. Kecamatan Daha Selatan;  

b. Kecamatan Daha Utara;  
c. Kecamatan Daha Barat; 

d. Kecamatan Kandangan; dan  
e. Kecamatan Kalumpang.  

 

(5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan berada di Desa Muning 

Kecamatan Daha Selatan. 
 

 
Paragraf 4 

Kawasan Peruntukan Pertambangan 

 
Pasal 31  

 
(1) Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 27 huruf d terdiri atas:  
a. mineral logam;  
b. mineral bukan logam;  

c. batuan; dan 
d. batubara 

 
(2) Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  
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a. emas berada di Kecamatan Loksado;  
b. mangan berada di Desa Tambak pipi’I dan Desa Mawangi Kecamatan 

Padang Batung, Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat; dan 
 

c. besi berada di Desa Kamawakan, Desa Malinau, Desa Malaris, Desa 
Haruyan, Desa Bumbuyanin Kecamatan Loksado, Desa Tambak Pipi’I 

Kecamatan Padang Batung.  
 
(3) Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi:  
 

a. pasir kuarsa berada di Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung 
dan Desa Taniti Kecamatan Telaga Langsat;  

 
b. fosfat meliputi Desa Batubini, Desa Batulaki Kecamatan Padang 

Batung, Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat, dan Desa 

Lumpangi Kecamatan Loksado; 
 

c. lempung meliputi Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Telaga 
Langsat, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan 

Simpur, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan 
Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Barat; 

 

(4) Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:  

a. marmer berada di Desa Lumpangi dan Desa Datar Kedayang 

Kecamatan Loksado;  

b. granit berada di Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung dan 

Kecamatan Telaga Langsat;  

c. granodiorit berada di Desa Tumingki dan Desa Malinau Kecamatan 
Loksado;  

d. andesit meliputi Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung dan 
Kecamatan Telaga Langsat; 

e. gabro berada di Kecamatan Loksado;  

f. basalt meliputi Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung dan 

Kecamatan Telaga Langsat; 

g. tanah urug berada di Desa Batulaki, Desa Batubini, Desa Tambak 
Pipi’I Kecamatan Padang Batung, Desa Sungai Raya, Desa Hariti, Desa 

Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya, Desa Telaga Langsat, Desa 
Mandala Kecamatan Telaga Langsat dan Desa Loksado, Desa Malinau 

Kecamatan Loksado; 

h. kerikil berpasir alami (sirtu) meliputi sepanjang Sungai Amandit 

Kecamatan Padang Batung;  

i. batu gamping meliputi Desa Batulaki, Desa Batubini, Desa Tayub 
Kecamatan Padang Batung, Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat 

dan Desa Datar Kedayang, Desa Haratai, Desa Tanuhi Kecamatan 
Loksado dan; 

j. konglomerat/kerikil galian dari Bukit berada di sepanjang G. Lalayang 
Kecamatan Sungai Raya ; 

 
(5) Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:  
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a. bitumen padat di Kecamatan Padang Batung;  
b. batubara meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Padang 

Batung dan Kecamatan Telaga Langsat; 
  

Paragraf 5 
Kawasan Peruntukan Industri 

 
Pasal 32  

 

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
huruf e meliputi : 

a. industri besar; dan 
b. industri mikro, kecil dan.menengah. 

 
(2) Industri besar sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a berupa 

agroindustri meliputi: 

 
a. Kecamatan Daha Barat; 

b. Kecamatan Daha Selatan; 
c. Kecamatan Sungai Raya; 

d. Kecamatan Kalumpang; dan 
e. Kecamatan Padang Batung. 
 

(3) Industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b meliputi: 

 
a.industri Dodol Kandangan meliputi:  

 
1. Desa Kapuh Kecamatan Simpur;  
2. Desa Telaga Bidadari, Desa Hamalau, dan Desa Hariti Kecamatan 

Sungai Raya; dan 
3. Desa Gambah Luar, Desa Kandangan Barat dan Desa Kandangan 

Utara Kecamatan Kandangan. 
 

b. industri kerupuk berada di Bamban Utara Kecamatan Angkinang;  
 

c. industri tomat berada di Kecamatan Telaga Langsat; 

 
d. industri ikan kering meliputi: 

 
1. Desa Bangkau Kecamatan Kandangan;   

2. Desa Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang; dan 
3. Desa Muning dan Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan. 

  

e. industri propeller berada di Desa Penggadingan dan Desa Pekapuran 
Kecil Kecamatan Daha Utara;  

 
f. industri imitasi berada di Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan;   

 
g. industri pandai besi berada di Desa Sungai Pinang dan Desa 

Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan;  
 

h. industri gerabah berada di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan; 

  
i. industri kue kering meliputi:  
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1. Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya;  

2. Desa Kapuh, Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur; dan 
3. Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya. 

 
j. industri anyaman bambu berada di Desa Malinau, Desa Ulang dan 

Desa Panggungan Kecamatan Loksado.  
 

k. industri anyaman purun berada di Desa Balimau dan Desa Karang 

Paci Kecamatan Kalumpang;  
 

l. industri kumpang parang berada di Desa Sarang Halang dan Desa 
Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya;  

 
m. industri gula merah meliputi:   

 

1. Desa Jambu Hulu, Desa Jambu Hilir Kecamatan Kandangan; dan 
2. Desa Baru Hulu, Desa Baru Tengah, Desa Asam, Desa Tamiyang, 

Desa Karasikan, Desa Batang Kulur Kanan, Desa Batang Kulur 
Kiri, Desa Bumi Berkat Kecamatan Sungai Raya.  

 

Paragraf 6 
Kawasan Peruntukan Pariwisata 

 
Pasal 33  

 
(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

huruf f terdiri atas: 

 
a. pariwisata budaya; dan 

b. parwisata alam. 
 

(2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a     
terdiri atas: 
 

a. wisata budaya lokal meliputi:  
 

1. Balai Adat Dayak di Kecamatan Loksado; 
2. Rumah Adat Banjar Bumbungan Tinggi di Desa Habirau 

Kecamatan Daha Selatan; 
3. Rumah Adat Banjar Gajah Menyusu di Desa Amawang Kecamatan 

Kandangan ; 

4. Upacara Aruh Ganal di Kabupaten; 
5. Seni Tradisional di Kabupaten; 

6. Lomba Jukung Tradisional (Perahu Naga) di Kecamatan Daha 
Selatan;  

7. Olahraga Tradisional di Kabupaten; dan 
8. Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara; 

 

b. wisata sejarah meliputi:  
 

1. Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV 
Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni’ih Kecamatan 

Loksado; 
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2. Tugu Peringatan Penyusunan Teks Proklamasi Gubernur Tentara 
ALRI Divisi IV di Kecamatan Telaga Langsat; 

3. Tugu Peringatan Peristiwa Pemencaran Pasukan ALRI Divisi IV 10 
Mei 1949 di Pagat Batu Desa Batu Bini Kecamatan Padang 

Batung; 
4. Tugu Gencatan Senjata Antara Gubernur Tentara ALRI Divisi IV 

dengan NICA di Kecamatan Sungai Raya; 
5. Monumen Mandapai,Upacara HUT ke-IV RI  17 Agustus 1949 di 

Desa Mandapai Kecamatan Padang Batung; 

6. Tugu Palagan Negara 2 Januari 1949 di Desa Hakurung 
Kecamatan Daha Utara; 

7. Tugu Garis Demarkasi di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang 
Batung; 

8. Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi IV ALRI Pertahanan 
Kalimantan di Desa Jelatang Kecamatan Padang Batung;  

9. Gedung Juang  Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa 

Hamalau Kecamatan Sungai Raya; 
10. Situs Benteng Madang di Desa Madang Kecamatan Padang 

Batung; 
11. Situs Amuk Hantarukung di Desa Hantarkurung Kecamatan 

Simpur; 
12. Makam Tumpang Talu di Kandangan Barat Kecamatan 

Kandangan; 

13. Kubur Anam di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya; 
14. Makam Singakarsa di Jalan Singakarsa Kecamatan Kandangan; 

15. Makam Aluh Idut di Jalan Aluh Idut Kecamatan Kandangan; 
16. Makam Ning Bulang di Desa Hantarkurung Kecamatan Simpur; 

dan 
17. Rumah Bersejarah. 

 

c. wisata religi meliputi:  
 

1. Masjid Su’ada di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur; 
2. Makam H.M Said di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur; 

3. Makam Datu H. Abbas di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur; 
4. Kubah Datu Durabu di Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang; 
5. Kubah Datu Akhmad di Desa Balimau Kecamatan Kalumpang; 

6. Kubah Taniran di Desa Taniran kubah Kecamatan Angkinang; 
7. Makam Keramat Datu H.M Rais di Desa Loknyiur Kecamatan 

Angkinang; 
8. Makam Datu Daha di Kecamatan Daha Utara; 

9. Makam Surgi Tuan di Desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara; 
10. Makam Habib Iberahim di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara; 
11. Makam Panglima Dambung di Desa Padang Batung Kecamatan 

Padang Batung; 
12. Makam Datu Parang di Desa Baru Kecamatan Sungai Raya; 

13. Makam Tuan Guru Haji Ali di Desa Pandan Sari Kecamatan Daha 
Selatan; dan 

14. Makam Habib Lumpangi di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado. 
 

(3) Parwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : 

 
a. Wisata Alam Loksado di Kecamatan Loksado; 

b. Air Terjun Haratai di Kecamatan Loksado; 
c. Air Panas Tanuhi di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado; 
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d. Gunung Kantawan di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado; 
e. Danau Bangkau di Desa  Kecamatan Kandangan; 

f. Delta dan Dam Sungai Amandit di Desa Malutu Kecamatan Padang 
Batung; 

g. Riam Anai di Desa Lok Lahung Kecamatan Loksado; 
h. Air Terjun Kilap Api di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado; 

i. Air Terjun Uring di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado; 
j. Air Terjun Tangkaramin di Desa Malinau Kecamatan Loksado 
k. Air Terjun Tinggiran Hayam di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado; 

l. Air Terjun Sumaraga Kecamatan Telaga Langsat; 
m. Air Panas Mandapai di Desa Bini Kecamatan Padang Batung; dan 

n. Telaga Bidadari di Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya. 
 

Paragraf 7 
Kawasan Peruntukan Permukiman 

 

Pasal 34  
 

(1) Kawasan  peruntukan Pemukiman sebagaimana  dimaksud  dalam  
Pasal  27  huruf g seluas kurang lebih 4.533 (empat ribu lima ratus tiga 

puluh tiga) hektar meliputi : 
a. Kawasan Permukiman Perkotaan 
b. Kawasan Permukiman Perdesaan 

 
(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud 

dalam  ayat 1 (a) terdiri atas : 
 

a. Kawasan Perkotaan Kandangan di Kecamatan Kandangan; 
b. Kawasan Perkotaan Angkinang di Kecamatan Angkinang; 
c. Kawasan Perkotaan Sungai Raya di Kecamatan Sungai Raya; 

d. Kawasan Perkotaan Nagara di Kecamatan Daha Selatan dan Daha 
Utara; 

e. Kawasan Perkotaan Simpur di Kecamatan Simpur;  
f. Kawasan Perkotaan Kalumpang di Kecamatan Kalumpang; 

g. Kawasan Perkotaan Loksado di Kecamatan Loksado; 
h. Kawasan Perkotaan Telaga Langsat di Kecamatan Telaga Langsat; 
i. Kawasan Perkotaan Padang Batung di Kecamatan Padang Batung; 

dan 
j. Kawasan Perkotaan Daha Barat di Kecamatan Daha Barat. 

 
(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 1 (b) mencakup semua kawasan permukiman di luar 
kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten.   

 

Paragraf 8 
Kawasan Peruntukan Lainnya 

 
Pasal 35  

 
(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

huruf h meliputi:  

 
a. Kawasan perdagangan dan jasa; dan 

b. Kawasan pertahanan dan Keamanan. 
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(2) kawasan perdagangan dan jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)     
huruf a meliputi:  

 
a. Pasar Los Batu Kecamatan Kandangan;  

b. Pasar Nagara Kecamatan Daha Selatan; dan 
c. Pasar Hewan Kecamatan Angkinang. 

 
(3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

 
a. Komando Distrik Militer (Kodim)-1003/Kandangan di Kecamatan 

Kandangan;  
b. Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di wilayah kecamatan-

kecamatan di wilayah Kabupaten.  
c. Kompi-C, Yonif-621/Manutung di Kecamatan Kandangan. 
d. Kepolisian Resort berada di Kecamatan Sungai Raya; dan 

e. Kepolisian Sektor tersebar di wilayah kecamatan/wilayah Kabupaten. 
 

 
BAB VI 

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN 
 

Pasal 36  

 
(1) Kawasan strategis wilayah Kabupaten terdiri atas: 

a. Kawasan Strategis Provinsi; dan  
b. Kawasan Strategis Kabupaten. 

 
(2) Operasionalisasi Kawasan Strategis disusun dengan Rencana Rinci Tata 

Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten dan 

Rencana Detail Tata Ruang kabupaten; 
 

(3) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten dan rencana Detail 
Tata Ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; dan 
 
(4) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 37  

 
Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di wilayah Kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas: 

 
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdapat di Rawa 

Batang Banyu meliputi:  
1. Kecamatan Daha Selatan;  

2. Kecamatan Daha Utara;  
3. Kecamatan Daha Barat; dan  
4. Kecamatan Kalumpang. 

 
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan 

terdapat di kawasan tertentu Pegunungan Meratus.    
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Pasal 38  
 

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36    
ayat (1) huruf b terdiri atas: 

 
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:  

 
1. Kawasan Ekonomi Sungai Terpadu Nagara; 
2. Pusat Agropolitan meliputi Kawasan Dataran Koridor Kandangan, 

Pusat Agropolitan Kawasan Dataran Koridor Angkinang , Pusat 
Agropolitan Kawasan Pegunungan Koridor Lumpangi, Pusat 

Agropolitan Kawasan Rawa (Ekonomi Sungai) Koridor Pasar Nagara  
3. Kota Transit Terpadu dan Kandangan Baru di koridor Jl. HM. Yusi - 

Jl. Al.Falah -Bundaran Hamalau;  
4. Kawasan  Strategis Pariwisata Terpadu di Kecamatan Loksado. 
5. Kawasan Strategis Minapolitan di Kecamatan Daha Selatan;  

6. Industri propeler berada di Desa Penggadingan dan Desa Pekapuran 
Kecil Kecamatan Daha Utara; dan 

7. Industri Dodol Kandangan meliputi Kecamatan Simpur,  Kecamatan 
Sungai Raya, dan Kecamatan Kandangan. 

 
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:  

 
1. Kawasan Pariwisata Alam di Kecamatan Loksado;  
2. Kawasan Pariwisata Kerbau Rawa Kecamatan Daha Utara dan 

Kecamatan Daha Barat; 
3. industri propeler berada di Desa Panggandingan dan Desa Pekapuran 

Kecil Kecamatan Daha Utara;  
4. Industri Dodol Kandangan meliputi Kecamatan Simpur,  Kecamatan 

Sungai Raya, dan Kecamatan Kandangan. 
 

c. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
 

1. hutan lindung di Kecamatan Loksado; dan 
2. kawasan danau bangkau di Kecamatan Daha Selatan. 

 
 

BAB VII 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 39  

 

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas ; 
a. indikasi program utama;  

b. indikasi lokasi;  
c. indikasi waktu pelaksanaan; 

d. indikasi sumber pendanaan; dan 
e. indikasi pelaksana kegiatan. 

 

(2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
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a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; 
b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan 

c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis. 
 

(3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 
lokasi yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten. 

 
(4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   

huruf c sampai dengan tahun 2031 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap 

meliputi: 
 

a. tahap pertama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016; 
b. tahap kedua tahun 2017 sampai dengan tahun 2021; 

c. tahap ketiga tahun 2022 sampai dengan tahun 2026; dan 
d. tahap keempat tahun 2027 sampai dengan 2031. 

 

(5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d meliputi  

 
a. dana Pemerintah;  

b. dana Pemerintah Provinsi; 
c. dana Pemerintah Kabupaten; 
d. dana BUMN; 

e. dana swasta; dan  
f. dana masyarakat.  

 
(6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e meliputi: 
 
a. Pemerintah;  

b. Pemerintah Provinsi;  
c. Pemerintah Kabupaten; 

d. BUMN;  
e. swasta; dan  

f. masyarakat.  
 

(7) Rincian tahapan pelaksanaan program-program pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VII Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang 
 

Pasal 40  

 
(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, terdiri atas perwujudan 
sistem pusat kegiatan, dan perwujudan sistem prasarana wilayah. 

 
(2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

 
a. program pemantapan fungsi pusat kegiatan; 

b. program percepatan pengembangan pusat kegiatan; 
c. program mendorong perkembangan pusat kegiatan baru; dan 
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d. program pengembangan kawasan terpadu perdesaan. 
 

(3) Indikasi program utama perwujudan sistem prasarana wilayah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

 
a. program perwujudan sistem transportasi darat; 

b. program perwujudan sistem jaringan energi; 
c. program perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; 
d. program perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan 

e. program perwujudan sistem prasarana lingkungan. 
 

Bagian Ketiga 

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang 
 

Pasal 41  
 

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri atas  perwujudan 

kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya. 
 

(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
 

a. program rehabilitasi dan pemantapan kawasan lindung; dan 

b. program pengelolaan kawasan lindung; 
 

(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
 

a. program rehabilitasi dan pengembangan hutan produksi; 

b. program pengembangan budidaya tanaman pangan termasuk yang 

berbasis sumberdaya lokal, hortikultura, perkebunan; 

c. program pengembangan produksi komoditas kelautan dan perikanan 

tangkap dan budidaya); 

d. program optimalisasi produksi pertambangan; 

e. program pengembangan obyek, destinasi, dan jasa pariwisata; 

f. program penataan, pengembangan, dan pengendalian kawasan 
permukiman; 

g. program pengembangan kawasan perindustrian; 

h. program penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap 

prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana; dan 

i. program penyusunan studi/penelitian/perencanaan pengembangan 
budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, 

dan industri. 

 

 
Bagian Keempat 

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten 
 

Pasal 42  
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Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, meliputi: 

 

a. program perwujudan Kawasan Strategis Ekonomi; 

b. program perwujudan Kawasan Strategis Sosial Budaya; dan 

c. program perwujudan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung 

Lingkungan Hidup. 
 
 

 
 

BAB VIII 
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  

WILAYAH KABUPATEN 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 43  
 

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan 
dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. 
 

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi : 
 

a. ketentuan umum peraturan zonasi;  
b. ketentuan perizinan; 

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan 
d. arahan sanksi. 

 

Bagian Kedua 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

 
Pasal 44  

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun 

peraturan zonasi. 
 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi : 
 

a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan 
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;  

 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : 

 
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; 
dan 

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya. 

 
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b terdiri atas: 
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a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya. 
 

 
Paragraf 1 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan 
 

Pasal 45  

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a terdiri atas :  
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan. 
 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :  
 

a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan permukiman 
perkotaan; 

b. diperbolehkan memanfaatkan jaringan prasarana pendukung fungsi 

pusat pelayanan perkotaan; 
c. diperbolehkan memanfaatkan ruang dengan intensitas tinggi dengan 

syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; dan 
d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang dapat 

menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan.  
 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
 

a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan permukiman 

perdesaan; 

b. diperbolehkan memanfaatkan jaringan prasarana pendukung fungsi 

pusat pelayanan perdesaan; 

c. diperbolehkan memanfaatkan ruang dengan intensitas sedang 

hingga rendah; dan 

d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang dapat 
menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan.  

 
Paragraf 2 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Utama 
 

Pasal 46  
 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b terdiri atas :  

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; 

dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:  

a. ruang milik jalan kurang lebih dengan lebar : 

1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter; 

2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter; 

3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan 

4. jalan kecil 11 (sebelas) meter. 

b. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang 
pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai 

berikut: 

1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter; 

2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter; 

3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter; 

4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter; 

5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter; 

6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter; 

7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter; 

8. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan 

9. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu. 

c. diperbolehkan melakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan 

dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; 

d. diperbolehkan memanfaatkan ruang di garis sempadan jalan yang 
tingkat intensitasnya menengah hingga tinggi dengan syarat tidak 

mengganggu faktor keselamatan jalan;  

e. diperbolehkan melakukan pembangunan dengan potensi bangkitan 

dan tarikan tinggi pada kawasan dengan syarat menyertakan analisis 
dampak lalu lintas; 

f. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik 
jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya 
fungsi jalan; 

g. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sepanjang 
jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

h. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi 

lindung di sepanjang garis sempadan jalan; 

i. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya di ruang bawah 
jembatan; dan 

j. dilakukan analisis dampak lalu-lintas untuk setiap pembangunan 
yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan; 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :  

a. diperbolehkan menempatkan fasilitas operasi kereta api serta 
bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api 
dengan syarat: 
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1. di luar ruang bebas;  

2. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel; dan 

3. tidak mengganggu pandangan bebas masinis. 

b. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api 

dengan ketentuan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan 
jaringan jalur kereta api, dimana kawasan sempadan jalan kereta api 

minimal 23 (dua puluh tiga) meter;  

c. ruang milik jalur kereta api berupa bidang tanah di kiri dan kanan 
ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan 

konstruksi jalan rel meliputi:  

1. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak 

pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan 
kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 

6 (enam) meter; 

2. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di 
bawah permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan 

kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta 
api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter; 

3. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di 
atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan 

kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 
6 (enam) meter; dan 

4. dalam hal jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah di atas 

atau berhimpit dengan jalan, batas ruang milik jalur kereta api 
dapat berhimpit dengan batas ruang manfaat jalur kereta api. 

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perlintasan sebidang 
antara jaringan jalur kereta api dan jalan;  

e. tidak diperbolehkan membangun gedung, membuat tembok, pagar, 
tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau 
menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu 

pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta 
api; 

f. tidak diperbolehkan menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan 
barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api;  

g. tidak diperbolehkan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan 
lain, selain untuk angkutan kereta api; dan 

h. tidak diperbolehkan menghilangkan, merusak, atau melakukan 

perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya 
prasarana dan sarana perkeretaapian. 

 

Paragraf 3 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

 

Pasal 47  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c terdiri atas :  
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a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;  

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air;  
d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana 

pengelolaan lingkungan; dan 
e. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi 

bencana. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : 

a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana 
tersebut; 

b. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai 
pemerintah; 

c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa 
minyak bumi dan BBM; 

d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara 

Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), 
dengan sempadan berjarak minimal 25 meter pada kanan dan kiri 

tiang listrik transformasi; dan 

e. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang bebas di 

sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai 

pemerintah;  

b. diperbolehkan mengembangkan dan memanfaatkan menara bersama 

telekomunikasi terutama pada kawasan tidak terbangun; 

c. diperbolehkan kegiatan pembangunan menara dalam kawasan 
perkotaan dengan syarat memperhatikan faktor keamanan dan 

keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan 
memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah 

ditentukan; dan 

d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pemancar 

dan/atau tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : 

a. diperbolehkan memanfaatkan air permukaan sebagai sumber air 
baku pertanian dan air minum perkotaan; 

b. diperbolehkan memanfaatkan ruang pada kawasan sekitar sungai 
dengan syarat menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung 

kawasan; 

c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa 
induk air minum;  

d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di dalam sempadan 
sumber air, sempadan sungai, waduk, dan/atau jaringan irigasi; dan 

e. tidak diperbolehkan merusak infrastruktur pengendali banjir. 
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(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana 
pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

terdiri atas : 

a. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan persampahan;  

b. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan air limbah;  

c. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan sistem drainase;  

d. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan sumber air minum 
perkotaan; dan 

e. ketentuan umum peraturan zonasi zonasi jalur dan ruang evakuasi 

bencana 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan persampahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:  

a. diperbolehkan mendirikan bangunan tertentu dengan spesifikasi 

khusus untuk mendukung fungsi pengelolaan persampahan; 

b. diperbolehkan mendirikan kantor pengelola dengan syarat tidak 
mengganggu fungsi pengelolaan persampahan; dan  

c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi terjadinya 
perubahan lingkungan fisik alamiah ruang. 

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengelolaan air limbah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:  

a. diperbolehkan mengusahakan sistem pengelolaan limbah setempat 
pada kawasan permukiman; 

b. diperbolehkan mengusahakan sistem pengelolaan limbah komunal 

pada kawasan padat penduduk; dan 

c. tidak diperbolehkan membuang limbah limbah B3 sebelum diproses 

melalui IPAL. 

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengelolaan sistem drainase 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas : 

a. diperbolehkan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan 
pembangunan prasarana perkotaan lainnya; 

b. diperbolehkan mengembangkan sumur resapan di tiap bangunan 
yang disesuaikan dengan kondisi air tanah pada lokasi bangunan;  

c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas saluran drainase; 
dan 

d. tidak diperbolehkan mengusakan kegiatan yang menyebabkan 
terganggunya fungsi drainase kawasan.  

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air minum perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas : 

a. diperbolehkan memanfaatkan sumber air minum perkotaan; 

b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa air 
minum; dan 

c. tidak diperbolehkan mengusahakan kegiatan yang menyebabkan 
terganggunya ketersediaan air baku.  

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas : 
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a. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat tidak 
mengganggu fungsi evakuasi bencana; dan 

b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 
evakuasi bencana. 

 

Pasal 48  

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan: 

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa 

merubah bentang alam; 

b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan 

keselamatan umum; 

c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan 

sebagai kawasan rawan bencana alam; dan 

d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi 
lingkungan. 

 

Paragraf 4 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung 

 

Pasal 49  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung terdiri atas:  

a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk wisata alam 

tanpa merubah bentang alam; 

b. tidak diperbolehkan bagi seluruh kegiatan yang berpotensi 

mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; 

c. diperbolehkan kawasan hutan lindung berdasarkan ketentuan 

peraturan yang berlaku melalui pengukuhan dan penataan batas di 
lapangan untuk memudahkan pengendaliannya; 

d. diperbolehkan kegiatan budidaya yang telah ada dengan syarat 

penggunaan lahan yang telah berlangsung lama, penduduk asli 
dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan 

di bawah pengawasan ketat; 

e. diperbolehkan pengembalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang 

telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi); 

f. tidak diperbolehkan dilakukanya kegiatan budi daya, kecuali kegiatan 
yang tidak menganggu fungsi lindung;  

g. diperbolehkan terhadap kegiatan yang berlokasi di hutan lindung 
antara lain penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, pencegahan 

bencana alam; dan 

h. diperbolehkan pemanfaatan hutan yang bertujuan untuk memperoleh 

manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi 
kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan melalui kegiatan : 

1. pemanfaatan kawasan; 

2. pemanfaatan jasa lingkungan; 
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3. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan 

4. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan 
terhadap kawasan bawahannya terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bergambut: dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung bergambut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah 

bentang alam; 

b. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kepentingan pendidikan, 

penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang 
alam; 

c. diperbolehkan melakukan kegiatan dengan syarat tidak boleh 

mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan 
ekosistem alami;  

d. dilarang kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan 
lindung; dan 

e. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan 

perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata alam terbatas 

dengan syarat tidak mengubah bentang alam; 

b. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat hanya 
diperbolehkan untuk penduduk asli dengan luasan tetap, tidak 

mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat; 
dan 

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas 
kawasan resapan air dan tutupan vegetasi. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat 
terdiri atas : 

a.   ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sempadan 

sungai; 

b.   ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sekitar 

waduk; 

c.   ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan jaringan 

irigasi; dan 

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH perkotaan. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sempadan 

sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas : 

a. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata, pertanian, dan 

jalur hijau dengan syarat tidak boleh mengubah bentang alam; 

b. diperbolehkan mengusahakan kegiatan yang justru memperkuat 

fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai; 
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c. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air 
bersih, pemasangan prasarana air, tiang jembatan dengan syarat 

tidak boleh mengubah fungsi kawasan; 

d. tidak diperbolehkan memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

pada kawasan sempadan sungai; dan 

e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang secara sengaja dan 

jelas menghambat arah dan intensitas aliran air. 

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sekitar danau 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas: 

a. diperbolehkan membangun green belt atau sabuk hijau waduk dan 
danau; 

b. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata, pertanian, dan 
jalur hijau dengan syarat tidak boleh mengubah bentang alam; 

c. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air 
bersih, pemasangan prasarana air, tiang jembatan dengan syarat 
tidak boleh mengubah fungsi kawasan; 

d. tidak diperbolehkan memberikan IMB pada kawasan perlindungan 
sempadan danau; dan 

e. tidak diperbolehkan kegiatan yang secara sengaja dan jelas 
mengganggu fungsi danau. 

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan jaringan 
irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas: 

a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan irigasi; 

b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang secara sengaja dan 
jelas menghambat arah dan intensitas aliran air; 

c. untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar 
kaki tangki saluran atau bangunannya dengan jarak  

1. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan 
kemampuan 4 (empat) m3/detik atau lebih; 

2. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan 
kemampuan 1 (satu) sampai 4 (empat) m3/detik; dan 

3. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan 

kemampuan kurang dari 1 (satu) m3/detik.  

d. perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun di luar 

permukiman ditetapkan minimum 6 (enam) meter kiri-kanan saluran; 
dan 

e. pada kawasan konservasi dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk 
pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 (tiga) meter. 

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas: 

a. diperbolehkan mengusahakan tanaman yang medukung penyerapan 

air; 

b. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budidaya berupa kegiatan 

pariwisata, arena bermain anak, dan arena olahraga dengan syarat 
tidak mengganggu fungsi lindung kawasan RTH; dan 
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c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas kawasan RTH 
perkotaan. 

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu 
pengetahuan terdiri atas : 

a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, 
pendidikan dan pariwisata;  

b. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata dengan syarat 
tidak boleh fungsi lindung kawasan; 

c. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air 

bersih, pemasangan prasarana air, tiang jembatan dengan syarat 
tidak boleh mengubah fungsi lindung kawasan; 

d. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan; dan 

e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan 

yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. 

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam terdiri atas : 

a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan dalam rangka 

pembinaan habitat populasi satwa, ilmu pengetahuan, pendidikan 
dan dan penelitian untuk menunjang pemanfaatan dan budidaya; 

b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 
keutuhan kawasan cagar alam meliputi:   

1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam 
kawasan; 

2. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke 

dalam kawasan; 

3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan 

tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan; 

4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu 

kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan 

5. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau 
mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa. 

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam 
mencakup : 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir; 
dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana 
longsor. 

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir 

disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri atas : 

a. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana 

dari permukiman penduduk; 

b. diperbolehkan pembuatan tanggul, kawasan resapan, saluran 

pembuang khusus dan/atau bangunan air pada kawasan rawan 
bencana banjir untuk pengendalian debit air; 

c. diperbolehkan membuat saluran pembuangan yang terkoneksi 

dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier untuk 
drainase; 
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d. diperbolehkan pada pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka 
hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; 

e. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat 
memperhatikan: 

1. sistem drainase yang memadai; 

2. pembuatan sumur resapan; 

3. kebersihan lingkungan;  

4. pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan banjir; 
dan 

5. pemasangan pompa pada pertemuan anak-anak sungai. 

f. tidak diperbolehkan faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air 

permukaan. 

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b terdiri atas: 

a. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana 
dari permukiman penduduk; 

b. diperbolehkan melakukan stabilitas lereng melaui reboisasi dengan 
tanaman keras; 

c. diperbolehkan untuk kegiatan hutan produksi; 

d. diperbolehkan untuk kawasan budidaya dengan syarat tidak 

mengganggu fungsi lindung; 

e. diperbolehkan penyelidikan geoteknik, kestabilan lereng dan daya 
dukung tanah untuk kegiatan permukiman, penerapan sistem 

drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat, rencana 
transportasi yang mengikuti kontur dengan syarat tidak 

mengganggu kestabilan lereng;  

f. tidak diperbolehkan mendirikan permukiman pada daerah rawan 

longsor dengan kemiringan lereng lebih dari 40%; dan 

g. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk 
kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan 

umum. 

 

Paragraf 5 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya 

 

Pasal 50  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi 

terdiri atas: 

a. diperbolehkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari; 

b. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi 
hutan; 

c. diperbolehkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga 
kestabilan neraca sumber daya kehutanan;  

d. dibolehkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya 

sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;  
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e. dibolehkan penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan 
rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;  

f. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk 
menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan 

g. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang 
mengurangi luas hutan. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian  
terdiri atas: 

a. ketentuan peraturan zonasi kawasan tanaman pangan; 

b. ketentuan peraturan zonasi kawasan hortikultura; 

c. ketentuan peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan  

d. ketentuan peraturan zonasi kawasan peternakan. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang kegiatan pertanian lahan basah 
dan lahan kering;  

b. diperbolehkan memanfatkan air permukaan untuk irigasi pada 
kawasan tanaman pangan; dan 

c. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan 
menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan 

kepentingan umum harus mengacu peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. diperbolehkan mengusahakan penanaman jenis tanaman 
hortikultura; dan 

b. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau 
merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : 

a. diperbolehkan aktivitas pendukung perkebunan berupa pembibitan; 

dan 

b. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau 

merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas : 

a. diperbolehkan budidaya dan pembibitan ternak besar, ternak kecil, 
dan ternak unggas sesuai dengan potensi wilayah dan agro 

ekosistemnya; 

b. diperbolehkan pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran 

produktivitas ternak komersial; 

c. diperbolehkan peningkatan nilai tambah perternakan melalui 

pengembangan industri pengelolaan hasil perternakan;  

d. diperbolehkan kawasan peternakan dengan pemanfaatan untuk 
pertanian lahan kering atau perkebunan; 

e. tidak diperbolehkan pada pengelolan ternak yang merusak kawasan 
lingkungan; dan 
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f. tidak diperbolehkan mengusahakan peternakan pada kawasan 
permukiman perkotaan. 

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan 
terdiri atas:  

a. diperbolehkan mengusahakan kegiatan perikanan tangkap dan 
budidaya perikanan; 

b. diperbolehkan mengusahakan kegiatan penunjang perikanan berupa 
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); 

c. diperbolehkan kegiatan permukiman kepadatan rendah; dan 

d. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang merusak 
lingkungan. 

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan 
terdiri atas: 

a. diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk mengendalikan 
dampak lingkungan dan sosial; 

b. diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi, dan bahan 

galian lainnya untuk kemakmuran rakyat; 

c. diperbolehkan bagi upaya rehabilitasi lahan pasca kegiatan 

pertambangan; 

d. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan sumberdaya mineral, 

energi, dan bahan galian lainnya dengan ketentuan ketentuan 
perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;  

e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengakibatkan kerusakan 

lingkungan; dan 

f. tidak diperbolehkan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa 

serta fasilitas umum berkembang di sekitar areal pertambangan. 

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri terdiri 

atas: 

a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan 
pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek 

ekologis; 

b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung 

dengan kawasan permukiman; 

c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman 

penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku; 

d. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau 

(greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana 
pengolahan limbah; 

e. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan 
prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri 
atau kolektor harus dilengkapi dengan Frontage road untuk 

kelancaran aksessibilitas; 

g. diperbolehkan mendirikan kawasan industri tertentu untuk industri 
besar, skala mikro, kecil dan menengah dapat didirikan terpadu 

dengan kawasan permukiman dengan memenuhi persyaratan 
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pengelolaan lingkungan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

h. diperbolehkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan 
industri;  

i. diperbolehkan mengembangkan jalur hijau sebagai penyangga 
kawasan peruntukan industri; dan 

j. diperbolehkan kegiatan permukiman industri, perdagangan dan jasa 
serta fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi kawasan 
peruntukan industri.  

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata 
terdiri atas: 

a. diperbolehkan kegiatan budidaya lain dengan syarat menunjang 
fungsi pariwisata;  

b. diperbolehkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan 
dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan 
tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan 

c. tidak diperbolehkan mengubah situs peninggalan kebudayaan masa 
lampau. 

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman 
terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; 
dan  

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan. 

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri atas: 

a. diperbolehkan mengembangkan permukiman dilengkapi dengan 
sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat 

pelayanan masing-masing; 

b. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial 
sesuai skalanya;  

c. diperbolehkan kegiatan permukiman intensitas sedang sampai 
tinggi; dan 

d. diperbolehkan mengusahakan industri kecil dan mikro dengan 
syarat tidak menimbulkan gangguan pada kawasan permukiman 

perkotaan. 

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b terdiri atas: 

a. diperbolehkan kegiatan permukiman intensitas rendah sampai 
sedang; dan 

b. diperbolehkan pengembangan ruang bagi kegiatan yang dapat 
mendukung aktivitas usaha pertanian. 

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya 
yang difokuskan pada kawasan peruntukan peternakan disusun 
dengan memperhatikan: 

a. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budidaya lain dengan 
syarat tidak boleh fungsi lindung kawasan; dan 
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b. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air 
bersih, tiang jembatan dengan syarat tidak boleh mengubah fungsi 

budidaya. 

(15) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar kawasan pertahanan  dan 

keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b 
disusun dengan memperhatikan: 

a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mendukung fungsi kawasan 
pertahanan dan keamanan;  

b. pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan 

melalui persyaratan tertentu; dan  

c. pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu 

fungsi utama kawasan. 

 

 
Bagian Ketiga 

Ketentuan Perizinan 

 
Pasal 51  

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) 
huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam 

pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan 
pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan terdiri dari 3 

(tiga) jenis yaitu: 

a. izin lingkungan; 

b. izin perencanaan dan pembangunan; dan 

c. izin kegiatan. 

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri  
atas : 

a. izin gangguan; dan 

b. izin persetujuan Recana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Analisa Mengenai Dampak 

Lingkungan   (AMDAL). 

(4) Izin perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada     

ayat (2) huruf b terdiri atas : 

a. izin lokasi; dan 

b. izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

(5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan 
ketentuan lokasi yang diajukan sama atau lebih dari 1 (satu) hektar 

meliputi: 

a. industri besar; 

b. industri menengah; 

c. perkantoran; dan  

d. perdagangan dan jasa.  
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(6) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b diberikan setelah mendapatkan izin lingkungan, dan/atau izin 

lokasi. 

(7) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : 

a. izin SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan); dan  

b. izin keramaian. 

(8) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4) diberikan kepada perseorangan, dan/atau badan hukum sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(10) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala 
regional diberikan oleh Gubernur. 

(11) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan 
dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, 

mencegah dampak negatif, menjamin poses pembangunan yang 
berkelanjutan. 

 

Bagian Keempat 

Ketentuan Insentif dan Disinsentif 

 

Pasal 52  

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam       
Pasal 43 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka pelaksanaan 

pemanfaatan ruang.  

(2) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan atau insentif non fiskal. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 

a. keringanan pajak; 

b. kompensasi; 

c. subsidi silang; 

d. imbalan; 

e. sewa ruang; dan 

f. kontribusi saham. 

(4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: 

a. pembangunan dan pengadaan prasarana; 

b. kemudahan prosedur perizinan; dan 

c. penghargaan. 

(5) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan 

dengan rencana tata ruang terdiri atas : 

a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; 
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b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan 
swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata 

ruang; dan 

c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa 

dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya 
apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana 

tata ruang. 

(6) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf a dapat diberikan: 

a. keringanan biaya sertifikasi tanah; 

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan 

c. pemberian penghargaan kepada masyarakat. 

(7) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam 

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diberikan dalam 
bentuk: 

a. kemudahan prosedur perizinan; 

b. kompensasi; 

c. subsidi silang; 

d. imbalan; 

e. sewa ruang; 

f. kontribusi saham; dan 

g. pemberian penghargaan. 

(8) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau 
dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan 

yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf c berupa pemberian penghargaan. 

(9) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan 
yang dibatasi pengembangannya. 

 

 

 

(10) Pemberian disinsentif terdiri atas: 

a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta 

dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata 
ruang; dan 

b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata 
ruang. 

(11) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta 
dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata 

ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi : 

a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya 
yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat 

pemanfaatan ruang; 
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b. pembatasan penyediaan infrastruktur; 

c. penghentian izin; dan 

d. penalti. 

(12) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah 

lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata 
ruang sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf b berupa teguran tertulis. 

(13) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian insentif dan 
disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Bagian Kelima 

Sanksi 

 

Pasal 53  

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran 
pemanfaatan ruang dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

(2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pembangunan yang 
tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi: 

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melangar 
ketentuan umum peraturan zonasi; 

b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW 
Kabupaten; 

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan 

berdasarkan RTRW Kabupaten; 

d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang 

diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan 

e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang 

tidak benar. 

 

Pasal 54  

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah 
ini dikenakan sanksi pidana berupa penjara 6 (enam) bulan atau denda. 

(2) Pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) huruf c, d, dan e, Peraturan 
Daerah ini dikenakan sanksi administratif; 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam  
bentuk : 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara pelayanan umum; 

d. penutupan lokasi; 

e. pencabutan izin; 

f. pembongkaran bangunan; 

g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 
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h. denda administratif. 

(4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 

 

Pasal 55 

(1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 ayat (3) meliputi: 

a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa 
Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran 

pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui 
penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) 

kali; 

b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui: 

1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari 
pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang; 

2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan 
sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 

dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi 
penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan 

pemanfaatan ruang; 

3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 

pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang 
dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat 

penertiban;  

4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat 
penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan 
ruang secara paksa; dan 

5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang 
berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan 

ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan 
terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan 

pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau 
ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.  

c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui : 

1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara 
pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat 
pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum); 

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi 

penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar 
dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan 

diputus; 

3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 

dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 
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pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum 
yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis 

pelayanan umum yang akan diputus; 

4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada 

penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan 
kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;  

5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan 
kepada pelanggar; dan 

6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara 

pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat 
pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar 

memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan 
ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis 

pemanfaatan ruang yang berlaku. 

d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui: 

1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan 
ruang; 

2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat 

keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada 
pelanggar; 

3. pejabat yang berwenang melakukan tidnakan penertiban 

dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 
pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera 

dilaksanakan; 

4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 

berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan 
penutupan lokasi secara paksa; dan 

5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, 

untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali 
sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk 

menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata 
ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. 

e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui : 

1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin 
oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban 

pelanggaran pemanfaatan ruang; 

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 

disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat 
keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan 

ruang;  

3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar 
mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin; 

4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang 

memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; 

5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan 

pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; 
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6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin 
yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan 

kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah 
dicabut izinnya; dan 

7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan 
kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

 

f. pembongkaran bangunan dilakukan melalui : 

1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran 

bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
pelanggaran pemanfaatan ruang; 

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi 

pembongkaran bangunan; 

3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan 

4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 
berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan 
aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara 

paksa. 

g. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui : 

1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi 
bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara 

pemulihannya; 

2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah 

pemulihan fungsi ruang; 

3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 

disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan 

fungsi ruang; 

4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, 
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 

pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar 
dalam jangka waktu tertentu; 

5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi 

ruang; 

6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum 
melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang 

bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat 
melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi 

ruang; dan 

7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai 

kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat 
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mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan 
oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.  

h. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau 
bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif: dan 

i.     ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan 
sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana 

denda akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan 

berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat; dan 

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB IX 

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT 

 

Bagian Kesatu 

Hak Masyarakat 

 

Pasal 56  

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk : 

(1) mengetahui rencana tata ruang; 

(2) menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 

(3) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat 

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata 
ruang; 

(4) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 
wilayahnya; 

(5) mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan 
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; 

dan 

(6) mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan /atau 
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 

 

Bagian Kedua 

Kewajiban Masyarakat 

 

Pasal 57  

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 
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(1) menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

(2) memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat 

yang berwenang; 

(3) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang; dan 

(4) memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

 

Bagian Ketiga 

Bentuk Peran Masyarakat 

 

Pasal 58  

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap: 

a. perencanaan tata ruang; 

b. pemanfaatan ruang; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang. 

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:  

a. masukan mengenai:  

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;  

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;  

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah 
atau kawasan;  

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau  

5. penetapan rencana tata ruang.  

b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa: 

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;  

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 
sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;  

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal 
dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;  

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam 
pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di 

dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;  

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta 

memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup 
dan sumber daya alam; dan  

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 
dapat berupa: 
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a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, 
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;  

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;  

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam 
hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan 

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan; dan  

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang 

terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana 
tata ruang. 

 

 

Bagian Keempat 

Tata Cara Peran Masyarakat 

 

Pasal 59  

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara 

langsung dan/atau tertulis, kepada:  

a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait 

dengan penataan ruang;  

b. gubernur; dan  

c. bupati/walikota.  

(2) Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan 

menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. 

(3) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang 

dilaksanakan dengan cara:  

a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan 
masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui 

media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan  

b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(4) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan 

dengan cara: 

a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang 
melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;  

b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  

c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan; dan  

d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang. 

(5) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 
dilaksanakan dengan cara:  
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a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, 
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi 

kepada pejabat yang berwenang;  

b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;  

c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang 
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran 

kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang 
yang telah ditetapkan; dan  

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang 

terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang. 

(6) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB  X 

KELEMBAGAAN  

 

Pasal 60  

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan 
kerjasama antar sektor/ antar daerah bidang penataan ruang dibentuk 
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). 

(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Bupati. 

 

BAB XI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal  61 

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 
2013 – 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 

tahun. 

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 

bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teretorial provinsi 
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW 
kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 

tahun.  

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga 

dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi 
yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika 

internal kabupaten. 

 

(4) Dalam hal  terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan 

terhadap bagian wilayah Provinsi yang dalam kawasan hutannya belum 
disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan 
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album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan 
berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 62  

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pelaksanaan 
Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang 

telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan kententuan dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan 
masa berlakunya; 

b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan : 

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut 

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan 
Daerah ini; 

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan 
ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlaku dan 
dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan 

Peraturan Daerah ini. 

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi 
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah 

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul 
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan 
penggantian yang layak. 

4. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat 
pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang 
membatalkan/mencabut izin dimaksud. 

5. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka           
3 (tiga) dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai 
berikut : 

 memperhatikan harga pasaran setempat; 

 sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); 

 sesuai dengan kemampuan daerah. 

6. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin 
dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan 

ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; 

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah 

ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. 
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BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 63  
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 
2004 Nomor 1 Seri E  Seri 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 64  
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan. 

 
 

                                                         Ditetapkan di Kandangan 
                                                           pada tanggal 15 Januari 2014 

 
                                                           BUPATI  HULU SUNGAI SELATAN, 

 

 
                TTD 

        ACHMAD FIKRY 
 

 
 
 

 
Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 15 Januari 2014 
 

           SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
  

 
                         TTD 

M. IDEHAM 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN           
                                 TAHUN 2014 NOMOR 3   
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PENJELASAN  ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 3 TAHUN 2014 
TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
TAHUN 2013 - 2032 

 
 
 

I. PENJELASAN UMUM 
 

 Sebagaimana dijelaskan dalam dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah 

nasional, wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota dilakukan secara 
terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan 
wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga 

mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang 
diatur dengan peraturan perundang-undangan. 

 Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai 

wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan. 
 Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian 

kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai 
wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara 

hubungan serasi antara pusat, Provinsi dan daerah, untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten. 

 Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk 
hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi 
dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya 

secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang 
berkualiltas. 

 Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas 
wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, 

fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. 
 Wilayah Kabupaten meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari 
wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. 

Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan 
keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. 
 Penataan Ruang wilayah Kabupaten adalah proses perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi 
kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan 

pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat di wilayah Kabupaten. 

 Penataan ruang wilayah Kabupaten yang didasarkan pada karakteristik 
dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan 

meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang 
satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem 
yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga 

akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam 
pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan 

ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memadukan berbagai 
kebijakan pemanfaatan ruang.  
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II. PASAL DEMI PASAL 
  

 Pasal 1. 
   cukup jelas 

 
 Pasal 2.  

Luas Wilayah Kab. HSS berdasarkan Permendagri Nomor 66 
Tahun 2011 tentang kode dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan 

 
 Pasal 3. 

   cukup jelas. 
 

 Pasal 4. 
   cukup jelas. 
 

Pasal 5. 
cukup jelas . 

 
Pasal 6.  

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” dalam 
ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang 
dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang 

mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan 
dikembangkan. 

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan 
arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah 

kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang 
dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten 
selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi 

sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan 
kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem 

jaringan sumberdaya air.   
 

Pasal 7. 
  cukup jelas. 
 

Pasal 8. 
  cukup jelas 

 
Pasal 9. 

  cukup jelas 
 
Pasal 10 

  cukup jelas. 
 

Pasal 11 
 cukup jelas 

 
Pasal 12 

 cukup jelas. 

Pasal 13 
  cukup jelas. 
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Pasal 14 
  cukup jelas. 

 
Pasal 15 

  cukup jelas. 
 

Pasal 16 
   cukup Jelas 
 

Pasal 17 
  cukup jelas. 

  
Pasal 18 

  cukup jelas. 
 
Pasal 19 

Ayat (2) huruf d : 
Metode sanitary landfill adalah suatu sistem pengelolaan 

sampah yang mengembangkan lahan cekungan dengan syarat 
tertentu, antara lain jenis dan porositas tanah. Dasar 

cekungan pada sistem ini dilapisi geotekstil. Yakni lapisan 
yang menyerupai plastik yang dapat mencegah peresapan lindi 

(limbah cair berbahaya) ke dalam tanah. 
 

Pasal 20 

  cukup jelas. 
 

Pasal 21 
  cukup jelas. 

 
Pasal 22 
  cukup jelas. 

 
Pasal 23 

  cukup jelas. 
 

Pasal 24 
Perencanaan kawasan RTH disini adalah perencanaan untuk 
RTH publik/buatan yang berupa taman kota, hutan kota serta 

tanaman peneduh yang ada di pinggir jalan. Sedangkan untuk 
RTH alami yang berupa persawahan, tanah kosong, kuburan 

maupun semak belukar tidak termasuk di dalamnya. 
Keberadaan RTH ini wajib dilindungi karena selain untuk 

tempat rekreasi dan bersosialisasi, perlindungan RTH ini juga 
untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang penataan ruang yang menyebutkan RTH di 

perkotaan minimal 30% dari luas kota tersebut. 
 

Pasal 25 
Kawasan danau/rawa bangkau direncanakan sebagai kawasan 

pencadangan kawasan konservasi perairan, yaitu kawasan 
perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi, untuk 
mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya 

secara berkelanjutan.  Rawa bangkau sebagai kawasan suaka 
perikanan terbagi menjadi beberapa zonasi seusai dengan 
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potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses 
ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.  

Adapun zonasi kawasan suaka perikanan rawa bangkau 
meliputi:  

 
1. Zona inti;  

2. Zona perikanan berkelanjutan;  
3. Zona pemanfaatan;  
4. Zona perlindungan;  

5. Zona rahabilitasi.  
 

Pasal 26 
  cukup jelas. 

 
Pasal 27 
  cukup jelas. 

 
Pasal 28 

  cukup jelas. 
 

Pasal 29 
  cukup jelas. 
 

Pasal 30 
  cukup jelas. 

 
Pasal 31 

  cukup jelas 
Pasal 32 
  cukup jelas 

 
Pasal 33 

  cukup jelas 
 

Pasal 34 
  cukup jelas 
 

Pasal 35 
  cukup jelas 

 
Pasal 36 

  cukup jelas 
 
Pasal 37 

  cukup jelas 
 

Pasal 38 
  cukup jelas. 

 
Pasal 39 
  Ayat (1) huruf a 

Yang dimaksud dengan Indikasi program utama dalam 
ketentuan ini menggambarkan kegiatan yang harus 

dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan 
pola ruang wilayah provinsi. Selain itu, juga terdapat kegiatan 
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lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, 
maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan 

Daerah ini. 
 

Pasal 40 
  cukup jelas 

 
Pasal 41 
  cukup jelas. 

 
Pasal 42 

  cukup jelas 
 

Pasal 43 
  cukup jelas 
 

Pasal 44 
  cukup jelas. 

 
Pasal 45 

  cukup jelas. 
 
Pasal 46 

  cukup jelas 
 

Pasal 47 
  Ayat (3)  

Pembangunan menara sesuai dengan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 
02/PER/M. KOMINFO/ 3/2008 tentang Pedoman 

Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama 
Telekomunikasi, Pembangunan Menara harus sesuai dengan 

standar baku tertentu untuk menjamin aspek keamanan dan 
keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya dengan 

memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan 
dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain: 
1. tempat/space penempatan antena dan perangkat 

telekomunikasi untuk penggunaan bersama; 
2. ketinggian Menara; 

3. struktur Menara; 
4. rangka struktur Menara; 

5. pondasi Menara; dan 
6. kekuatan angin. 

 

Pasal 48 
  cukup jelas 

 
Pasal 49 

  cukup jelas 
 
 

Pasal 50 
  cukup jelas 

 
Pasal 51 
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Yang dimaksud dengan insentif dalam ketentuan ini adalah 
kemudahan yang diberikan terhadap pemberian izin 

pemanfaatan ruang untuk mendorong tercapainya 
perlindungan terhadap kawasan perencanaan. 

Yang dimaksud dengan disinsentif dalam ketentuan ini adalah 
pengekangan yang dilakukan terhadap pemberian izin 

pemanfaatan ruang untuk membatasi kecenderungan 
perubahan dalam pemanfaatan ruang.  
 

Pasal 52 
  cukup jelas 

 
Pasal 53 

  cukup jelas 
 
Pasal 54 

  cukup jelas 
 

Pasal 55 
  cukup jelas 

 
Pasal 56 
  cukup jelas 

 
Pasal 57 

  cukup jelas 
 

Pasal 58 
  cukup jelas 
 

Pasal 59 
  cukup jelas 

 
Pasal 60 

  cukup jelas 
 
Pasal 61 

  cukup jelas 
 

Pasal 62 
  cukup jelas 

 
Pasal 63 
  cukup jelas 

 
       Pasal   64 

                      cukup jelas 
 
 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2014  NOMOR 3 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN 
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013 - 2032 

PETA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 3 TAHUN 2014 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN 
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013 - 2032 

 
TABEL RUAS JALAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 

ID P_Ruas U_Ruas TP_Pangkal TP_Ujung Panjang Klas_Ruas Status Kecamatan Km_Awal KM_Akhir Lebar Tipe_P Kondisi_P H_Lalin BT_Akhir TA_PKPek TA_MPPek KRLL LHR_R4 LHR_RE4 Penduduk T_Ubah L_Status 
L_Ra

wan 

L_Stu

di 

2 JL.P.Antasari Loklua JN/Gdg DPRD HSS R.26/R132/R27 0,60 KOTA K Kandangan 0 0,60 12,00 A B TB Jan-95 1996 1997 3 750 200 0 Apr-07 3 
 

S 

3 Jl.M.Johansyah Jl. S Parman JN/Gdg DPRD HSS R.13/R.14/R.14 0,50 KOTA NAS Kandangan 0 0,50 6,00 A B TB Jan-96 1997 1998 2 280 100 0 Apr-07 3 
 

S 

4 Jl.Soeprato Jl.H.M Rusli R.02/R.02 ( PN.Kdg ) R.14/R.14 0,50 KOTA K Kandangan 0 0,50 5,00 A B TB Jan-98 1999 1997 3 200 50 0 Jun-07 3 
 

S 

5 Jl.Soetoyo Teluk Mesjid R.02/R.02 ( Psr Kdg ) R.20/JP M.Tqw 0,20 KOTA K Kandangan 0 0,00 5,00 A B TB Jan-99 1997 1996 2 150 12 0 Apr-07 3 
 

S 

6 Jl.Pasar Kandangan Oprit Jembt.Loklua R.05/R.05 kalimati R.02/R.02 0,20 KOTA K Kandangan 0 0,00 6,00 A S TB Jan-99 1995 1997 1 175 10 0 Apr-07 3 
 

S 

7 Jl.Pemuda SMP Neg.5 Kdg R.30/JN SDN Kdg I R.20/R.20 SMP 0,30 KOTA K Kandangan 0 0,00 6,00 A B TB Jan-99 1995 1997 3 100 50 0 Apr-07 3 
 

S 

8 JL.Wahab Syahrani Jl.Musyawarah R.30/R.30 R.20/R.20 SDN 0,60 KOTA K Kandangan 0 1,00 3,50 A B TB Jan-97 1993 1997 2 200 12 0 Apr-07 3 - S 

9 JL. Parindra 
 

R.20/R.20 R.14/R.14/R.10 0,30 KOTA K Kandangan 0 0,00 3,50 A B TB Jan-95 1990 1997 1 200 10 0 Apr-07 3 - S 

10 Jl. K.S.Tubun 
 

R.14/R.14 R.16/R.16 0,30 KOTA K Kandangan 0 0,00 10,00 A B TB Jan-99 1991 1992 2 250 15 0 Apr-07 3 - S 

11 JL. Anggrek 
 

R.14/R.14 R.16/R.16 0,20 KOTA K Kandangan 0 0,00 3,50 A B TB Jan-96 1997 1997 2 120 25 0 Apr-07 3 - S 

12 Jl. Kenanga 
 

R.14/R.14 R.16/R.16 0,20 KOTA K Kandangan 0 0,00 3,50 A B TB Jan-93 1996 1997 3 100 20 0 Apr-07 3 - S 

13 Jl. Sekolah Teknik 
 

R.14/R.14 R.74/JP 0,30 KOTA NAS Kandangan 0 0,00 6,00 A B TB Jan-98 1993 1995 2 150 12 0 Apr-07 3 - S 

14 Jl.Aluh Idut 
 

JN/JN ( GOS Kdg ) JP/JP (Kdg Hulu ) 1,40 KOTA K Kandangan 0 1,00 5,00 A B TB Jan-95 1999 1997 1 125 20 0 Apr-07 3 - S 

15 Jl. Dahlia 
 

R.14/R.14 SMUN 3 Kdg 0,30 KOTA K Kandangan 0 0,00 3,50 A B TB Jan-93 1995 1996 2 100 30 0 Apr-07 3 - S 

16 Parincahan Tenggeran JN/JN ( Parincahan ) R.13/R.13 Telkm 2,50 KOTA K Kandangan 0 2,00 3,50 A B TB Jan-93 200 1999 3 120 15 0 Jun-07 3 - S 

17 Halayung Hantarukung R.38/R.38 R.102/R.102 2,00 LU K Simpur 0 2,00 3,50 A S TB Jan-93 1999 1997 3 75 10 0 Apr-07 3 - S 

18 Jl. Brigjen Katamso - JN/JN R.30/R.30 0,50 KOTA K Kandangan 0 0,00 3,50 A B TB Jan-93 2001 1999 2 50 11 0 Apr-07 3 - S 

19 Jl. Kolonel Sugiono - R.18/R.18 R.30/R.30 0,30 KOTA K Kandangan 0 0,00 3,50 A B TB Jan-95 2002 2001 2 75 18 0 Apr-07 3 - S 

20 Jl.Panglima Batur - JN/JN ( Rd.Angkatris ) R.50/JP M.Tqw 1,10 KOTA K Kandangan 0 1,00 4,00 A B TB Jan-07 1997 2001 3 80 17 0 Jun-07 3 - S 

21 Jl.Budi Bakti Tiga Desember JP/JP Amawang R.30/R.30 0,70 KOTA K Kandangan 0 1,00 3,50 A B TB Jan-99 1999 1997 2 95 15 0 Apr-07 3 - S 

22 Jl.Jafri Zamzam - R.22/R.22 R.23 Bts Desa 0,50 KOTA K Kandangan 0 0,00 3,50 A B TB Jan-93 1998 1999 3 100 20 0 Apr-07 3 - S 

23 Sungai Damang Amawang Kiri JP/JP S. Damang R.22 Bts Desa 2,80 LU K Kandangan 0 3,00 3,50 A B TB Jan-92 1995 1996 2 125 30 0 Apr-07 3 - S 

24 Amawang Muka Getek R.21/R.21 Jbt 3 Des R.23/R.23 Msjd 5,40 LU K Kandangan 0 5,00 3,50 A B TB Jan-93 2000 2005 2 115 12 0 Jun-07 3 - S 

25 Amawang Kanan Wasah Hulu JP/JP M Quba JP/Jp Wsh Hl 4,00 LU K Kandangan 0 4,00 3,50 A B TB Jan-95 2002 1999 3 80 15 0 Apr-07 3 - S 

26 Jl.D.I Panjaitan Loklua JN/JN/JP Batalyon R.02/R.27/R.132 0,45 KOTA K Kandangan 0 0,00 4,50 A B TB Jan-93 2003 2001 3 75 20 0 Apr-07 3 - S 

27 Baluti Jambu Hulu ( Paku ) R.02/R.26/R.132 R.56 Msjd Paku 4,10 LU K Kandangan 0 4,00 3,50 A S TB Jan-07 1998 2002 3 65 0 0 Apr-07 3 - S 

28 Sirih Taro JP/JP Msjd Sirih Sawah ( Taro ) 1,30 LU K Kandangan 0 1,00 3,50 A B TB Jan-99 1991 2003 2 50 19 0 Apr-07 3 - S 

29 Sp. 3 Batuli Amawang R.132/R.132 JP/JP&R.25/R.25 2,00 LU K Kandangan 0 2,00 3,50 A B TB Jan-07 1998 2003 2 55 20 0 Apr-07 3 - S 

30 Singkarsa Palas JN/JN/R.07 MTQ JP/JP Mjd Palas 5,30 LU K Kandangan 0 5,00 3,50 A B TB Jan-07 1999 1999 2 50 22 0 Jun-07 3 - S 

31 Sei Kupang Utara Simp Empat Lungau JP/JP SDN S Kupang Jbt Gtg Lungau 3,00 LU K Kandangan 0 3,00 3,50 A B TB Jan-07 2003 1995 3 75 20 0 Jun-07 3 - S 

32 Tanayung Simp.Ambarai R.76/R.76 R.80/R.80 1,60 LU K Kandangan 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 - S 

33 Bakarung Rantauan JN/JN Bakarung JP/JP Rantauan 3,00 LU K Kandangan 0 3,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 - S 

34 Taniran Selatan Rantauan Jn/Jn Taniran Selatan R.33/R.33 1,40 LU K Kandangan 0 1,00 3,50 A R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 - S 

35 Bariang Getek R.23/R.23 Ktr Desa R.24/R.24 SDN 1,30 LU K Kandangan 0 1,00 3,50 A R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

36 Bakarung Tabihi JN Jbt Bakarung R.76/R.79 3,00 LU K Angkinang 0 3,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 
   

37 Muara Banta Karang Jawa JP/JP Kdg Hulu JP/JP Krg Jawa 2,00 LU K Kandangan 0 20,00 3,50 A S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

38 Wasah Hulu Ulin JP/JP Wasah Hulu R.39/R.40 1,20 LU K Simpur 0 1,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

39 Ulin Amparaya R.38/R.140 SDN Ulin R.102/R.125 3,00 LU K Simpur 0 3,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

40 Wasah Hilir Telaga Bidadari Jp/JP Msjd Wsh Hilir R.147/R.147 2,90 LU K Simpur 0 3,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

41 Wasah Hilir Sarang Halang JP/JP SMPN Simpur R.46/R.46 3,02 LU K Simpur 0 3,00 3,50 A B TB 
 

2003 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

42 Simpur Simp.Bilui JP/JP.Ktr Camat R.43/R.43 1,10 LU K Simpur 0 1,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

43 Simpur Sp.3 Muara Prg Agung JP/JP Ktr POLSEK R.46/R.51 3,00 LU K Simpur 0 3,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

44 Kalumpang Balimau 
JP/JP Ktr Ds 
Kalumpang 

Sawah 5,17 LU K Kalumpang 0 5,00 3,50 A B TB 
 

2004 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

45 Sungai Paring Sei Hanyar pantai Ulin JP/JP MIN II tanggul S Amdt 5,80 LU K Kandangan 0 6,00 3,50 A B TB 
 

0 2004 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

46 Tajun Sp.3 Muara Prg Agung JN Km.5 Kdg-Bjm R.43/R.51 4,90 LU K Sungai Raya 0 5,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

47 Hamalau Anjiran JN/JN KM.2,5 Kdg-Bjm R.147/R.147 1,80 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

48 Tanjungan Sp.10 batang Kulur JN/JN Km.6 Kdg-Bjm R.51/R.51/R.52 3,40 LU K Sungai Raya 0 3,00 3,50 A B TB 
 

0 2004 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

49 Sei. Raya Selatan sarang Halang JN/JN Ktr Camat S.Ry R.46/R.46 2,70 LU K Sungai Raya 0 3,00 3,50 A S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

50 Sp. Batang Kulur Kiri Tatas R.51/R.51 R.48/R.48 2,40 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 2004 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

51 Taal Batang Kulur Sp.3 Muara Prg Agung JN/Jn Pesnt.Putri R.46/R.43 4,10 LU K Sungai Raya 0 4,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

52 Sp.10 Batang Kulur Sungai Kali R.51/R.51/R.48 R.43/R.43 4,00 LU K Sungai Raya 0 4,00 3,50 A S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

53 Batang Kulur Kanan Sarangan R.52/R.52 R.55/R.55 2,20 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 A R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

54 Bumi Berkat Mungkur Galah R.55/R.55 Langgar Sawah Bts Kab 1,55 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 A B TB 
 

2003 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

55 Taal Jarau Sp.Baru/ Tampang JN/JN Langgar R.52/R.52 Msjd 5,60 LU K Sungai Raya 0 6,00 3,50 A S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

56 Sungai Raya jambu Hulu/Paku JN/JN Masjid S Raya R.27 Msjd Paku 5,20 LU K Sungai Raya 0 5,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

57 Sungai Raya Selatan Malutu JN/JN Asrama Polisi R.110 SDN Mlt 5,10 LU K Sungai Raya 0 5,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

58 Sp.4 Baru/ Tampang Sp.Bilui Pamujaan R.52/R.52/R.55 Msjd R.43/R.43 3,90 LU K Sungai Raya 0 4,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

59 Pandulangan Kalinduku R.76/R.76 R.69/R.72 4,00 LU K Angkinang 0 4,00 3,50 K S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

60 Taniran Selatan Kubah Buntut Taniran/ Wawrn JN/JN Msjd Tanr Kubh JP/JP WWrn 6,80 LU K Angkinang 0 7,00 3,50 A B TB 
 

0 2005 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

61 Angkinang Selatan Tawia JN/JN Jbtn Kembar Jembatan Desa 5,25 LU K Angkinang 0 5,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

62 Tawia Kayu Abang R.61/R.61 R.63/R.68 1,50 LU K Angkinang 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
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63 Kayu Abang Panggang Hijau R.62/R.68 Sawah 2,00 LU K Angkinang 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

64 bambang Selatan Tanggang JN/JN R.150/R.150 1,20 LU K Angkinang 0 1,00 3,50 K S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

65 Angkinang Telaga Langsat JN/JN Psr Angkinang R.77/R.70 Bend 5,70 LU Prop Angkinang 0 6,00 3,50 A B/S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

66 Bamban Selatan Pakuan JN/JN R.73/R.73 3,00 LU Prop Angkinang 0 3,00 3,50 A S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

67 Bamban Utara Longawang JN/JN Psr Bagambir R.73/R.71 2,00 LU K Angkinang 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

68 Angkinang Kayu Abang JN/JN R.62/R.63 2,00 LU K Angkinang 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 2003 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

69 Sp. Madampa Tel.Sili-Sili Sp. Sei Bungur R.65/R.65 Ds.Mndmp R.76/R.76 4,90 LU K Angkinang 0 5,00 3,50 A B TB 
 

0 2004 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

70 Telaga Langsat Pakuan Timur R.65/R.77 Bendung R.73/R.73 3,02 LU K Telaga Langsat 0 3,00 3,50 A B TB 
 

2003 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

71 Longawang Gumbil R.67/R.73 Bts HSS/HST 2,00 LU K Telaga Langsat 0 2,00 3,50 A B TB 
 

2003 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

72 Sungai Kudung Kalinduku R.36/R.36 R.59/R.69/R.69 4,00 LU K Angkinang 0 4,00 3,50 K R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

73 Madampa Longawang R.65/R.65 R.67/R.71 2,90 LU K Angkinang 0 3,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

74 Tenggeran Sungai Kudung R.13/JP JN/JN 2,70 LU K Kandangan 0 3,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

75 Gumbil Masimpan R.71/R.71 R.70/R.70 5,00 LU K Telaga Langsat 0 5,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

76 Tabihi Telaga langsat R.36/R.79 R.65/R.65 8,60 LU K Padang Batung 0 9,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

77 Telaga Langsat Hamak Timur R.65/R.65 Bendung R.88/R.161 Msjd 6,50 LU K Telaga Langsat 0 6,00 3,50 A S/R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

78 Jl.Kalaka Indah Perumnas Tibung JN/Jn Gdg Juang R.165/R.165 0,50 LU K Sungai Raya 0 0,00 4,00 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

79 Karang Jawa Tabihi JP/JP Msjd Krg Jawa R.76/R.36 1,40 LU K Telaga Langsat 0 1,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

80 Karang Jawa Ambarai JP/Jp R.18/R.141 2,00 LU K Padang Batung 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

81 Ambarai Madang R.80/R.141 R.87/R.156 2,00 LU K Padang Batung 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

82 Wasah Tengah Sungai Tarap JP/JP Wasah Tengah R.41/R.41 3,60 LU K Simpur 0 4,00 3,50 A B TB 
 

0 2003 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

83 Padang Batung Pagar Haur JP/JP Ktr Camat R.91/R.84 Lnggr 4,60 LU K Padang Batung 0 5,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

84 Pagar Haur Batukali R.91/R.83 R.168/R.127 2,20 LU K Padang Batung 0 2,00 3,50 A R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

85 Asam Cangkuk Telaga Bidadari R.25/R.25 Kebun 4,00 LU K Sungai Raya 0 4,00 3,50 K R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

86 Mawangi Bukuanin Jp/JP Km.15 Kdg-Lpgi R.88/R.162 Msjd 4,00 LU K Padang Batung 0 4,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

87 Mandapai Madang JP/JP TG.Mandapai R.81/R.157 5,60 LU K Padang Batung 0 6,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

88 Bukuanin Hamak Timur R.86/R.162 Masjid R.77/R.161 4,20 LU K Telaga Langsat 0 4,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

89 Kandangan Hulu Sp Tabuhi JP/JP R.79/R.79 1,30 LU K Kandangan 0 1,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

90 Kaliring Sp.Padang Batung JP/Jp Langgar JP/JP Ktr Pos 4,62 LU K Padang Batung 0 5,00 3,50 A B TB 
 

20030 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

91 Pagar Haur Malutu R.83/R.84 Langgar R.57/R.110 2,00 LU K Padang Batung 0 2,00 3,00 K S TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

92 Bayanan Habirau Tengah JP/JP Psr Negara R.93/R/93 3,30 LU K Daha Selatan 0 3,00 3,50 K B TB 
 

2005 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

93 Tumbukan Banyu Banua Hanyar JP/ Pelabuhan Negara Jl. Ds Tjg Selor 4,40 LU K Daha Selatan 0 4,00 3,50 A B TB 
 

0 2005 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

94 Pandak Daun Baruh Jaya Ponpes Dh.Utara Jl. Ds Samuda 7,20 LU K Daha Utara 0 7,00 3,50 A B TB 
 

0 2005 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

95 Bayanan Pihanin JP/JP Psr Negara Sawah 2,00 LU K Daha Utara 0 2,00 3,50 A R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

96 JL Veteran 
 

R.93/R.93 R.92/R.92 0,40 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K S TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

97 Jl.Musyawarah 
 

R.93/R.93 R.92/R.92 0,40 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K S TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

98 JL.Sekolah 
 

R.93/R.93 R.92/R.92 0,40 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K S TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

99 Jl.Mawar 
 

R.93/R.93 R.92/R.92 0,40 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K S TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

100 Sungai Paring Toba R.45/R.45 R.38/R.38 1,40 LU K Simpur 0 1,00 3,50 K S TMT 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

101 Hamalau Pahampangan JN/JN SPBU Kdg R.131/R.131 2,00 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 K R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

102 Wasah Hilir Amparaya JP/JP R.39/R.125 2,90 LU K Simpur 0 3,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

103 Sirih Asam Tamiang JP/JP R.58/R.58 5,00 LU K Kalumpang 0 5,00 3,50 T RB TMT 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

104 Bayu Barau Sei Kalang JN/JN Banyubaru R.30/R.30 2,10 LU K Kandangan 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

105 Mangaris Limau Manis JN/JN R.122/R.122 5,00 LU K Sungai Raya 0 5,00 3,50 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

106 Panjampangan Bahagia Bayur R.125/R.125 R.140/R.140 1,60 LU K Simpur 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

107 Cangkingan Daha R.94/R.94 Sawah 1,00 LU K Daha Utara 0 1,00 2,50 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

108 baruh Jaya Siang Gantung R.94 Kubah batas Desa 6,65 LU K Daha Selatan 0 7,00 2,50 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

109 Sei Mandala Murung raya R.111/R.111 jbt And T Rawa 2,00 LU Prop Daha Utara 0 2,00 3,50 K B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

110 Malutu Goa Berangin R.57/R.91 Lokasi Wisata 3,00 LU K Sungai Raya 0 3,00 3,50 K S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

111 Sei Mandala Sei Haji jbt Andi Tajang Bts Kab.HSS/U 12,50 LU Prop Daha Utara 0 12,00 4,00 A R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

112 Pakan Dalam I 
 

R.94/R.94 Jl.Desa 0,50 LU K Daha Utara 0 0,00 3,00 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

113 Pakan Dalam II 
 

R.94/R.94 Jl.Desa 0,50 LU K Daha Utara 0 0,00 3,00 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

114 Pakan dalam III 
 

R.94/R.94 Jl.Desa 0,50 LU K Daha Utara 0 0,00 3,00 K RB TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

115 Baruh Kambang Kapuk R.111/R.111 Sawah 1,00 LU K Daha Utara 0 1,00 3,00 K RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

116 Baruh Kambang Kenanga R.111/R.111 Sawah 1,00 LU K Daha Utara 0 1,00 3,00 K R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

117 Teluk Haur 
 

R.111/R.111 Sawah 1,00 LU K Daha Utara 0 1,00 3,00 K R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

118 Teluk Haur II 
 

R.111/R.111 Sawah 1,00 LU K Daha Utara 0 1,00 3,00 K R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

119 Tibung Raya Asam Cangkuk JN/JN R.47/R.47 1,50 LU K Kandangan 0 2,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

120 Sp. Empat Lungau bangkau R.31/R.31 Pengg.Padi JP/JP 6,00 LU K Kandangan 0 6,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

121 Kalumpang ( Ds. Balanti ) Teratai R.44/R.44 R.126 6,00 LU K Kandangan 0 6,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

122 Ida manggala Padang Makmur JN/JN HTI 7,00 LU K Sungai Raya 0 7,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

123 Sp.Empat Lungau Garis R.31 jbt Gtg Lungau Jbt Garis ( JP ) 7,00 LU K Kandangan 0 7,00 2,00 T/A S TST 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

124 Jl.Kamboja 
 

R.14/R.14 R.15/R.15 0,20 KOTA K Kandangan 0 0,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

125 Amparaya Simpur R.39/R.102 JP/JP SMUN 2,80 LU K Simpur 0 3,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

126 Bago Tanggul Teratai R.44/R.44 R.121 7,50 LU K Kalumpang 0 8,00 3,50 K R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

127 Batu Laki Malilingin R.84/R.168 R.171/R.172 3,00 LU K Padang Batung 0 3,00 3,50 K R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

128 Simpang Malutu Pahampangan R.57/R.57 R.56/R.56 5,00 LU K Padang Batung 0 5,00 3,50 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

129 Simpang Malutu Tambak R.57/R.57 R.83/R.83 2,80 LU K Padang Batung 0 3,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

130 Simpang Hamalau Teluk Pinang JN/Jn R.132/R.149 1,60 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

131 Teluk Pinang Pahampangan Utara R.130/R.130 R.56/R.56 2,00 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-03 
   

132 Teluk Pinang Baluti R.130/R.149 R.26/R.02/R.27 2,00 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

133 Pagat Batu Muara Hariang JP/JP R.134/R.171 Msjd 4,00 LU K Padang Batung 0 4,00 3,50 A S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

134 Muara Hariang Bayumbung R.133/R.171 JP/JP 5,00 LU K Padang Batung 0 5,00 3,50 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

135 Gambir Sp.Empat Lungau R.24/R.24 R.31/R.31 jbt 8,00 LU K Kandangan 0 8,00 3,00 K S TMH 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

136 Paku ( jambu Hulu ) Ganda R.56/R.56 R.132/R.132/Bypas 2,00 LU K Padang Batung 0 2,00 3,50 A RB TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

137 JL.AES Nasution 
 

R.145/R.145 Lapangan R.26/R.26 0,20 KOTA K Kandangan 0 0,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
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138 Gambah Luar Gambah Dalam JN/JN Langgar JP/JP RS TNI 2,00 LU K Kandangan 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

139 Pegangsaan Timur Teluk Aman JP/JP RS Tni R.30/R.30 1,50 LU K Kandangan 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

140 Ulin Tanggul ( Balaimas ) R.38/R.39 Jbt Ky Ulin 5,00 LU K Simpur 0 5,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

141 Luau Sungai Bungur R.80/R.81 Msjd Ambri R.76/R.76 2,40 LU K Padang Batung 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 2005 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

142 Jl.Sekolah Islam 
 

JN/JN Ktr Bawasda R.30/R.30 0,30 KOTA K Kandangan 0 0,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

143 JL.Rahmah Bahran 
 

JN/JN Tmn Simp.5 R.30/R.30 MTQ 0,25 KOTA K Kandangan 0 0,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

144 Jl. Tembok lam Loklua R.27/R.27 Jbt.Jln.Desa 0,88 LU K Kandangan 0 1,00 3,50 A B TB 
 

0 2003 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

145 Jl.Kesehatan Komp.Rmh Dokter JN/JN RSUD Kdg Komp.Rmh Dokter 0,30 KOTA K Kandangan 0 0,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

146 Hamalau sarang Halang R.14/R.147 R.46/R.46 1,10 LU K Sungai Raya 0 1,00 3,50 K RB TMH 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

147 Hamalau Telaga Bidadari JN/JN R.40 Bts Kec 2,10 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

148 Pakan Dalam Kaminting Batu R.94/R.94 Sawah 3,00 LU K Daha Utara 0 3,00 3,00 T Rb TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

149 Teluk Pinang Padang Rasau R.130/R.132 JP Jbt Mrh baja 2,00 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

150 Bamban Tengah Lok Nyiur Jn/JN Sawah 5,00 LU K Angkinang 0 5,00 3,50 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

151 bakarung Tengah karang Jawa JN/Jn Puskesmas JP/JP SDN 3,70 LU K Angkinang 0 4,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

152 Simp.bakarung Selatan Sungai Kudung JN/Jn R.36/R.36 1,50 LU K Angkinang 0 2,00 3,50 K RB TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

153 Gambah Luar Sungai Kudung JN/JN R.36/R.36 3,00 LU K Kandangan 0 3,00 3,50 K RB TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

154 Parincahan Singakarsa JN/JN R.30/R.30 0,60 LU K Kandangan 0 1,00 3,50 A S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

155 Sp.3 Bukuanin Riam Talo R.86/R.86 Lokasi Transimigrasi 5,60 LU K Padang Batung 0 6,00 3,50 A S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

156 Madang Ambutun R.81/R.87 R.76/R.87 3,00 LU K Padang Batung 0 3,00 3,50 K B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

157 Karasikan sarang Halang JN/Jn Ktr Desa R.46/R.46 SDN 2,00 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

158 Tanjungan Sp.3 Sakijang R.48/R.48 R.46/R.46 1,60 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 T S TMH 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

159 sarnga Halang Padang Sp.batang Kulur R.49/R.49 R.51/R.51 2,40 LU K Sungai Raya 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

160 Riam Talo Hamak Umpaya 
R.155 Lokasi 

Transmigrasi 
R.161/R.161 2,50 LU K Telaga Langsat 0 2,00 3,50 T RB TST 

 
0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 

  

161 Hamak Timur Umpaya R.77/R.88 Bts Kab.HSS/T 4,50 LU K Telaga Langsat 0 4,00 3,50 A B TMH 
 

0 2005 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

162 Sp.3 Bukuanin Tayub R.86/R.88 R.87/R.87 3,50 LU K Telaga Langsat 0 4,00 3,50 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

163 SP.4 Karang Jawa Jambu Hilir JP/JP/JP R.27/R.27/Jl.Ling 0,70 LU K Kandangan 0 1,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

164 Jl. Monumen 17 Mei mandapai JP/J JP/JP 5,00 LU K Padang Batung 0 0,00 3,50 A S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

165 Tibung raya Hamalau Dalam Jln Eks Timbangan R.101/R.101 1,20 LU K Kandangan 0 1,00 3,50 A S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

166 Hamalau Ganda Jn/Jn Ktr Desa R.132/R.132 Msjd 1,30 LU K Sungai Raya 0 1,00 3,50 A R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

167 Panjampang Bahagia Hanau R.106/R.106 Tanggul S.Amdt 6,00 LU K Simpur 0 6,00 3,50 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

168 Batu Laki Muara Pipi'i R.84/R.127 R.169 1,00 LU K Padang Batung 0 1,00 3,50 K RB TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

169 Muara Pipi'i tambak Pipi'i R.168 R.170 2,00 LU K Padang Batung 0 2,00 3,50 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

170 tambak Pipi'i Malilingin R.169 R.172/R.172 2,50 LU K Padang Batung 0 2,00 3,50 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

171 Malilingin Muara hariang R.127/R.172 R.133/R.134 3,50 LU K Padang Batung 0 4,00 3,50 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

172 Malilingin Lokbahan R.127/R.171 Bts Kab.HSS/TP 4,00 LU K Padang Batung 0 4,00 3,50 K S TMH 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

173 Tanuhi Hulu Banyu JP/JP R.174 Jbt Gtg.N 2,00 LU K Loksado 0 2,00 1,50 K R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

174 Hulu banyu Tumingki R.173 Hutan 5,00 LU K Loksado 0 5,00 1,50 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

175 Tanuhi Ulang JP/JP Pasar Desa Bts Kab.HSS/T 8,50 LU K Loksado 0 8,00 3,00 A B TST 
 

0 2005 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

176 Lokasdo Loklahung JP Terminal Loksado Jbt Gtg Wani-2 1,50 LU K Loksado 0 2,00 2,00 A B TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

177 Loksado Hratai Terminal Loksado Lokasi Air Terjun 8,50 LU K Loksado 0 8,00 1,50 K S TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

178 Lok Lahung Kamawakan Jbt Gtg.Wani-2 Pasar Desa 7,00 LU K Loksado 0 7,00 2,50 A B TST 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

179 Tumingki ( Lambuk ) Kamawakan R.174/R.174 Lambuk R.178/R.178 6,00 LU K Loksado 0 6,00 1,50 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

180 JL. Niagara ( Ds. Halunuk ) Ayan JP/JP Jbt Gtg 3,00 LU K Loksado 0 3,00 2,50 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

181 Malinau katingin Pasar Ds. Malinau Jbt Katingin 3,00 LU K Loksado 0 3,00 3,00 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

182 katingin Kamawakan Jbtn.Katingin R.178/R.178 6,00 LU K Loksado 0 6,00 3,00 T S TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

183 Loklahung Malaris Jbtn.Gtg Wani-2 bang.Eks.PLN 3,00 LU K Loksado 0 3,00 2,50 A RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

184 Malaris Loapanggang Bang.Eks.PLN Balai Loapangg 2,00 LU K Loksado 0 2,00 1,50 A S TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

185 Haratai balai Kadayang R.177/R.177 Balai Kadayang 3,00 LU K Loksado 0 3,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

186 Haratai balai Ujung Atas R.117/R.177 balai Ujung Atas 3,00 LU K Loksado 0 3,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

187 Bubuih ( Ds. Halunuk ) Kandihin ( Ex.P3DT'96 ) JP/JP Kandihin 5,00 LU K Loksado 0 5,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

188 JL.Samping Msjd Halunuk Ex.PDM-DKE'99 JP/JP Hutan Rakyat 4,00 LU K Loksado 0 4,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

189 Jl.Panggungan Ex.PDM-DKE'99 JP/JP Ds.Panggungan 2,00 LU K Loksado 0 2,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

190 Jl.Muara Kitar Desa Lumpangi JP/JP Ds. Lumpangi 4,00 LU K Loksado 0 4,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

191 JL.Makam Habib Desa Lumpangi JP/JP Ds.Lumpangi 2,00 LU K Loksado 0 2,00 1,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

192 JL.Panggungan kandihin JP/JP Kandihin 3,00 LU K Loksado 0 3,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

193 Jl.Pantau Langsat Ds.Hulu Banyu JP/JP DS.Hulu Banyu 3,00 LU K Loksado 0 3,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

194 Jl.Datar Belimbing Ds.Tumingki JP/JP Ds.Tumingki 3,00 LU K Loksado 0 3,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

195 JL.Datar Belimbing Datar Mangkung Ex.P3DT'96 DS.Tumingki 3,00 LU K Loksado 0 3,00 1,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

196 JL.Datar Belimbing Muara Kitar Ds.Tumingki Ds.Lumpangi 2,00 LU K Loksado 0 2,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

197 Jl. Bayampah ( Tanuhi ) Tugu Niih JP/JP Tugu Niih 0,50 LU K Loksado 0 0,00 1,50 K B TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

198 Jl. Datar Mangkung Kamawakan Ds.Tumingki Ds. Kamawakan 4,00 LU K Loksado 0 4,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

199 Jl.Tanginau balai haruyan Ds.Tumingki balai Haruyan 3,00 LU K Loksado 0 3,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

200 JL.Tataian ( Ds.Ulang ) Loksado R.175/R.175 Ds.Loksado 4,00 LU K Loksado 0 4,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

201 Jl Ulang Kacang Parang R.175/R.175 Kacang Parang 3,00 LU K Loksado 0 3,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

202 Jl.Kacang Parang ( Ulang ) Balai Mawak-Kias R.175/R.175 Balai Mawak kias 3,00 LU K Loksado 0 3,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

203 JL.Kacang Parang ( Ulang ) Balai Wariung R.175/R.175 Balai Wariung 2,00 LU K Loksado 0 2,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

204 JL.Bumbuyanin Psr Ds.Kamawakan Jl.Ds.Kamawakan Psr Kamawakan 2,00 LU K Loksado 0 2,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

205 Jl.Bl.Mantain,Cmpk,Sptn Psr.Ds.Kamawakan Jl.balai Psr.Kamawakan 5,00 LU K Loksado 0 5,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

206 JL.Loksado pantai Dusin Ds.Loksado Pantai Dusin 2,00 LU K Loksado 0 2,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

207 JL.Malainau Kandihin JP/JP ( Ex.Pasar ) Dusun Kandihin 5,00 LU K Loksado 0 5,00 1,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

208 Jl.Tambangan Ds.Baruh Jaya Ds.Tambangan Ds.Baruh jaya 3,00 LU K Daha Selatan 0 3,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

209 Jl.Baruh Jaya Ds.Samuda Ds Baruh jaya DS.Samuda 1,75 LU K Daha Selatan 0 2,00 2,00 T B TST 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

210 JL.Samuda Ds.Siang Gantung Ds.Samuda Ds.Sianggantung 4,90 LU K Daha Selatan 0 5,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

211 Jl.Siang Gantung Ds.Baru Ds.Siang Gantung Ds. Baru 5,10 LU K Daha Selatan 0 5,00 2,00 T B TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
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ID P_Ruas U_Ruas TP_Pangkal TP_Ujung Panjang Klas_Ruas Status Kecamatan Km_Awal KM_Akhir Lebar Tipe_P Kondisi_P H_Lalin BT_Akhir TA_PKPek TA_MPPek KRLL LHR_R4 LHR_RE4 Penduduk T_Ubah L_Status 
L_Ra

wan 

L_Stu

di 

212 Jl.Baru Ds.Bajayau Ds Baru Ds. Bajayau 2,75 LU K Daha Selatan 0 3,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

213 Jl.Bajayau Ds.Bajayau Tengah Ds.Bajayau Ds.Bajayau Tengah 2,75 LU K Daha Selatan 0 3,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

214 Jl.Pihanin Raya Ds.Muning Tengah Ds.Pihanin Ds.Muning Tengah 5,50 LU K Daha Selatan 0 6,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

215 Jl.Muning Tengah Ds.Muning Dalam Ds.Muning Tengah Ds.Muning Dalam 8,00 LU K Daha Selatan 0 8,00 2,00 K R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

216 Jl.Muning Dalam Ds.Bajayau lama Ds.Muning Dalam Ds.Bajayau Lama 7,90 LU K Daha Selatan 0 8,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

217 Jl.Banua Hanyar Ds.Tanjung Selor R.93 Ds.Banua hanyar Ds.Tanjung Selor 8,10 LU K Daha Selatan 0 8,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

218 Jl.Tanjung Selor Ds.Badau Ds.Tanjung Selor Ds.Badau 5,10 LU K Daha Selatan 0 5,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

219 Jl.Badaun Ds.Bajayau Lama Ds.Badaun Ds.Bajayau Lama 3,20 LU K Daha Selatan 0 3,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

220 JL.Pakapuran Ds.pandak Daun Ds.Pakapuran Ds.Pandak Daun 5,00 LU K Daha Selatan 0 5,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

221 JL.Pihanin Batang Alai Ds.Pihanin Batang Alai 5,00 LU K Daha Selatan 0 5,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

222 Jl.Pasar Garuda Ds. Bayanan JP/JP Psr Negara Psr Negara 0,40 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

223 Jl. Hakurung Ds.Hakurung Dalam JP/JP Ds.Hukurung Ds.Hakurung Dalam 2,50 LU K Daha Selatan 0 2,00 2,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

224 Jl. Hakurung Dalam Ds.Sungai Haji Ds.Hakurung Dalam Ds.Sungai Haji 3,00 LU K Daha Selatan 0 3,00 1,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

225 Jl.SMA N Negara - - - 0,25 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

226 Jl Sungai Balum - - - 0,50 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

227 Jl. Ds.Baruh Jaya - - - 0,50 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

228 Jl.Tambangan - - - 0,50 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

229 Jl.Kaminting Batu - - - 0,50 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

230 Jl.kampung Kawat - - - 0,50 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

231 Jl. Heman - - - 0,50 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

232 Jl. Paramaian - - - 0,00 LU K Daha Selatan 0 0,00 0,00 
    

0 0 0 0 0 0 
    

233 Jl.Pesatren Muradiyah - - - 1,00 LU K Daha Selatan 0 1,00 3,00 K B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

234 Jl. Satria - - - 0,40 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K S TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

235 Jl. Habib - - - 0,40 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

236 Jl.Inst. PDAM Negara - - - 0,40 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 K R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

237 JL. Sungai Tapung - - - 0,40 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

238 Jl.Sungai Palangan - - - 0,40 LU K Daha Selatan 0 0,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

239 Jl. Balimau Murung Dalam Ds.Balimau Tanggul 6,00 LU K Daha Selatan 0 6,00 2,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

240 Jl.Kalumpang Selatan Ds.Asam Tamiyang Ds.Kalumpang Selatan Ds.Tamiyang 6,50 LU K Daha Selatan 0 6,00 3,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

241 Jl.Binjai ( Sirih Hulu ) Ds.Seranggan Ds.Sirih Hulu Ds.Seranggan 5,00 LU K Daha Selatan 0 5,00 3,50 A B TST 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

242 Jl.Karang Bulan ( Ex.P3DT ) Ds.Karang Bulan - 5,00 LU K Daha Selatan 0 5,00 2,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

243 Jl.Karang Bulan Telaga Haur Ds.karang Bulan Telaga Haur 2,00 LU K Daha Selatan 0 2,00 2,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

244 JL.Balanti ( Ex.P3DT ) Bs.Balanti - 7,00 LU K Kalumpang 0 7,00 2,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

245 JL.Bago Tanggul Katilang Ds.Bago Tanggul - 5,00 LU K Kalumpang 0 5,00 2,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

246 Jl. Kalumpang Baruh Ds. Kalumpang Baruh 5,00 LU K Kalumpang 0 5,00 2,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

247 Jl. Sirih Hulu Sarang Nyamuk Ds.Sirih Hulu Sarang Nyamuk 2,00 LU K Kalumpang 0 2,00 2,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

248 Jl. Halaban - - - 3,50 LU K Simpur 0 4,00 3,00 T R TMH 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

249 Jl. Sirih Pacakan Ds.Sirih Pacakan 2,75 LU K Kalumpang 0 3,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

250 Jl. Amparaya - karangan Hanau 
Ds. Amparaya - 

Karangan 
Hanau 4,45 LU K Simpur 0 4,00 3,50 A B TB 

 
0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 

  

251 Jl. Kalimput - - - 2,90 LU K Simpur 0 3,00 3,00 T R TMH 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

252 Jl. Tandik Toba Tandik Toba 3,50 LU K Simpur 0 4,00 3,00 T B TMH 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

253 Jl. Tebing Tinggi Kapuh Darat Tebing Tinggi Kapuh Darat 5,80 LU K Simpur 0 6,00 3,00 T R TMH 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

254 Jl.Tanggul Pantai Ulin Tanggul Pantai Ulin 3,40 LU K Simpur 0 3,00 2,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

255 Jl. Sungai Kacil Kapuh Padang Sungai Kacil Kapuh Padang 3,50 LU K Simpur 0 4,00 3,00 T RB TMH 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

256 Jl.Pagaran - - - 0,35 LU K Simpur 0 0,00 3,00 A RB TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

257 Jl. Balaimas Hanau Langgar Bt. Beranak Langgar Hanau 2,40 LU K Simpur 0 2,00 3,50 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

258 Jl. Garunggang Hantamangu Ds. Garunggang Hantamangu 2,00 LU K Simpur 0 2,00 3,00 A B TB 
 

0 0 0 0 0 0 Jun-07 3 
  

259 Jl.KH.Ramli - - - 3,00 LU K Simpur 0 3,00 3,00 T R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

260 Jl.Tungkaran - Ds. Tungkaran - 1,80 LU K Simpur 0 2,00 3,00 T R TB 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

261 Jl.Hamak Umbai Ds. Hamak - 3,00 LU K Telaga Langsat 0 3,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

262 Jl.Hamak Utara Samaragi Ds. Hamak Utara - 3,00 LU K Telaga Langsat 0 3,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

263 Jl. Sirih KH. A. Bakeri Ds. Sirih - 3,00 LU K Kalumpang 0 3,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

264 Jl.Tambingkar Tigaron Ds. Tambingkar - 1,50 LU K Kalumpang 0 3,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

265 Jl. Panggang Hijau Ds. Tawar Ds. Panggang Hijau Ds. Tawar 7,50 LU K Angkinang 0 8,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

266 Jl. Taniran Tengah - Ds. Taniran Tengah - 2,00 LU K Angkinang 0 2,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

267 Jl. Kayu Abang Ds. Anjiran Ds. Kayu Abang Ds. Anjiran 6,50 LU K Angkinang 0 6,00 3,00 T R TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

268 Jl. Banjarbaru Ds.Smandala/Ds.SGrd 
Ds. Banjarbaru ( 
Termnl ) 

Ds. Smandl/Grd 2,00 LU K Daha Selatan 0 2,00 6,00 T RB TST 
 

0 0 0 0 0 0 Apr-07 3 
  

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 
 

 
 

ACHMAD FIKRY 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN 
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013 - 2032 

 

 
 

DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN 

 

No Nama Daerah Irigasi (DI) 
Luasan 

(Ha) 
Kecamatan 

1 DI. Tayub 200 Telaga Langsat 

2 DI. Kuangan 235 Padang Batung 

3 DI. Pamujaan 350 Simpur 

4 DI. Ta'al 572 Sungai Raya 

5 DI. Hawatu 256 Padang Batung 

6 DI. Jarau 294 Sungai Raya 

7 DI. Nunungin 165 Padang Batung 

8 Daerah Irigasi Desa :     

    No Nama DI     

    1 DI. Kapuh Padang 80 Simpur 

    2 DI. Wasah Tengah 200 Simpur 

    3 DI. Sungai Kecil 75 Simpur 

    4 DI. Paring Agung 80 Simpur 

    5 DI. Sei. Jum'at 75 Simpur 

    6 DI. Balai Amas 80 Simpur 

    7 DI. Hilir Mesjid 75 Simpur 

    8 DI. Sei.Karangan 85 Simpur 

    9 DI. Sei. Padang 115 Simpur 

    10 DI. Hantarkurung 95 Simpur 

    11 DI. Batang Kulur Kiri 75 Simpur 

    12 DI. Panjampang Bahagia 60 Simpur 

    13 DI. Keramat Raya 75 Simpur 

    14 DI. Gemorong 60 Simpur 

    15 DI. Halaban 50 Simpur 

    16 DI. Pamujaan II 30 Simpur 

    17 DI. Beton Tebing Tinggi 170 Simpur 

    18 DI. Pantai Ulin II 50 Simpur 

    19 DI. Pandulangan 75 Telaga Langsat 

    20 DI. Taniti 150 Telaga Langsat 

    21 DI. Longawang 115 Telaga Langsat 

    22 DI. Pakuan Timur 130 Telaga Langsat 

    23 DI. Masimpan 160 Telaga Langsat 

    24 DI. Libak 100 Telaga Langsat 

    25 DI. H. Mahlan 50 Telaga Langsat 

    26 DI. Palimbuan I 100 Telaga Langsat 

    27 DI. Jabar 50 Telaga Langsat 

    28 DI. Pancur Ambutun 40 Telaga Langsat 
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No Nama Daerah Irigasi (DI) 
Luasan 

(Ha) 
Kecamatan 

    29 DI. Lorong Tentara 50 Telaga Langsat 

    30 DI. Ribut 60 Telaga Langsat 

    31 DI. Beton Haji Diris 50 Telaga Langsat 

    32 DI. Panitingan 85 Telaga Langsat 

    33 DI. Aliyaman 60 Telaga Langsat 

    34 DI. Kamat 60 Telaga Langsat 

    35 DI. Umihan 70 Kandangan 

    36 DI. Pulalaian 75 Kandangan 

    37 DI. Gambah Dalam 1 150 Kandangan 

    38 DI. Gambah Dalam 2 100 Kandangan 

    39 DI. Pantai Ulin 1 50 Kandangan 

    40 DI. Sungai Ulin 1 75 Kandangan 

    41 DI. Beton Paring Dalam (Ulin II) 50 Kandangan 

    42 DI. Putat 45 Kandangan 

    43 DI. Kayu Abang 200 Angkinang 

    44 DI. Panggang Hijau 175 Angkinang 

    45 DI. Tawia 150 Angkinang 

    46 DI. Telaga Sili-sili 1 100 Angkinang 

    47 DI. Telaga Sili-sili 2 100 Angkinang 

    48 DI. Sei. Hanyar 80 Angkinang 

    49 DI. Angkinang Selatan (Kupang I) 100 Angkinang 

    50 DI. Pakuan Pematang 45 Angkinang 

    51 DI. Wakasah 100 Angkinang 

    52 DI. Awang 100 Angkinang 

    53 DI. Awang Bakarung 75 Angkinang 

    54 DI. Linau 1 75 Angkinang 

    55 DI. Linau 2 100 Angkinang 

    56 DI. Linau 3 150 Angkinang 

    57 DI. Andi 75 Angkinang 

    58 DI. Beton Hamzah 80 Angkinang 

    59 DI. Sungai Kapol 50 Angkinang 

    60 DI. Bamban Utara I 50 Angkinang 

    61 DI. Bamban Utara II 50 Angkinang 

    62 DI. Bamban Utara III 50 Angkinang 

    63 DI. Angkinang Selatan 100 Angkinang 

    64 DI. Angkinang Selatan (Kupang II) 40 Angkinang 

    65 DI. Martajiwa 70 Angkinang 

    66 DI. Madang 1 75 Padang Batung 

    67 DI. Madang 2 50 Padang Batung 

    68 DI. Madang 3 50 Padang Batung 

    69 DI. Karang Jawa 100 Padang Batung 

    70 DI. Sei. Papancaran 1 100 Padang Batung 

    71 DI. Sei. Papancaran 2 50 Padang Batung 

    72 DI. Sei. Papancaran 3 75 Padang Batung 

    73 DI. Jambangan 1 170 Padang Batung 

    74 DI. Jambangan 2 100 Padang Batung 
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No Nama Daerah Irigasi (DI) 
Luasan 

(Ha) 
Kecamatan 

    75 DI. Kembang Besar 100 Padang Batung 

    76 DI. Jembatan Merah 150 Padang Batung 

    77 DI. Pandulangan I 110 Padang Batung 

    78 DI. Pandulangan II 75 Padang Batung 

    79 DI. Beton Sei. Baling 40 Padang Batung 

    80 DI. Luaw 75 Padang Batung 

    81 DI. Binturung 40 Padang Batung 

    82 DI. Baling 1 75 Padang Batung 

    83 DI. Baling 2 50 Padang Batung 

    84 DI. Sarungga 75 Padang Batung 

    85 DI. Sei. Telaga Jingah 50 Padang Batung 

    86 DI. Bata 100 Padang Batung 

    87 DI. Padang Batung 1 50 Padang Batung 

    88 DI. Padang Batung 2 100 Padang Batung 

    89 DI. Sarang Halang Padang 150 Sungai Raya 

    90 DI. Baruh Jati 150 Sungai Raya 

    91 DI. Sei Tinggiran 150 Sungai Raya 

    92 DI. Sei. Kali 200 Sungai Raya 

    93 DI. Belahan Gadur 45 Sungai Raya 

    94 DI. Hariti 75 Sungai Raya 

    95 DI. Tanah Bangkang 125 Sungai Raya 

    96 DI. Jarau 75 Sungai Raya 

    97 DI. Ida Manggala 135 Sungai Raya 

    98 DI. Sarang Halang Padang II 100 Sungai Raya 

    99 DI. Sei. Kali 85 Sungai Raya 

    100 DI. Kacipak 75 Sungai Raya 

    101 DI. Sarangan 60 Sungai Raya 

    102 DI. Asam 75 Sungai Raya 

    103 DI. Tanjungan 90 Sungai Raya 

    104 DI. Sarang Halang Hulu III 50 Sungai Raya 

    105 DI. Paring Agung 60 Sungai Raya 

    106 DI. Desa Baru 100 Sungai Raya 

    107 DI. Beton Mangunang 50 Sungai Raya 

    108 DI. Hariti 65 Sungai Raya 

    109 DI. Hariti II 40 Sungai Raya 

    110 DI. Padang Taal 60 Sungai Raya 

    111 DI. Kupang 35 Sungai Raya 

    112 DI. Papancaran 80 Sungai Raya 

    113 DI. Empang Bangkal Sei. Raya 100 Sungai Raya 

    114 DI. Sei. Kartalan 50 Sungai Raya 

    115 DI. Sarang Nyamuk 75 Sungai Raya 

    116 DI. Buluh Padang 70 Sungai Raya 

    117 DI. Sungai Buruh Nasir 100 Sungai Raya 

    118 DI. Karang Paci 57 Kalumpang 

    119 DI. Buntu Danau 50 Kalumpang 

    120 DI. Pacakan 150 Kalumpang 
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No Nama Daerah Irigasi (DI) 
Luasan 

(Ha) 
Kecamatan 

9 Daerah Irigasi Rawa :     

  
 

1 DR. Sungai Balum 600 Daha Utara 

  
 

2 DR. Sungai Taniran 300 Angkinang 

  
 

3 DR. Tirtabahalayung 600 Kandangan 

    4 DR. Tanggul Pangambau 500 Angkinang 

Total   14309   

 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

 
TTD 

 

ACHMAD FIKRY 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN 
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013 - 2032 

 

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN 
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013 - 2032 

 

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 3 TAHUN 2014 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN 
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013 - 2032 

 
RINCIAN TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG  

 

No. Program Utama Lokasi 

 

Besaran 

(Jutaan 

Rp) 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1(2012-2016) PJM-2 

(2017-

2021) 

PJM-3 

(2022-

2026) 

PJM-4 

(2027-

2031) 1 2 3 4 5 

A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG 

            
 

1. Perwujudan Pusat Kegiatan 
            

  
1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan 

            

   
1.1.1 Pengembangan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) 

            

   
a. Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kandangan Perkotaan Kandangan 250 APBD KAB Bappeda 

        

   
b. Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan Perkotaan Kandangan 800 

APBD KAB, APBD 

PROV 
Bappeda, DCKTR 

        

   
c. Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan Perkotaan Kandangan 2.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
DCKTR 

        

   
d. Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan Perkotaan Kandangan 2.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
DCKTR 

        

    
Perencanaan Kandangan Baru Perkotaan Kandangan 

 
APBD KAB Bappeda 

        

    
Pembuatan Site Plan Kota Agro Industri Perkotaan Kandangan 

 
APBD KAB Bappeda 

        

    
Pembuatan Site Plan Kota Agronomi Perkotaan Kandangan 

 
APBD KAB Bappeda 

        

    
Pembuatan Site Plan Kota Agro Wisata Perkotaan Kandangan 

 
APBD KAB Bappeda 

        

    
Pembuatan Site Plan Kota Agroforest Perkotaan Kandangan 

 
APBD KAB Bappeda 

        

    
Sosialisasi Site Plan Kota Agroindustri, Agronomi, Agrowisata, Agroforest  Perkotaan Kandangan 

 
APBD KAB Bappeda 

        

    
Sosialisasi RTBL Perkotaan Kandangan 

 
APBD KAB Bappeda 

        

    
Perencanaan Maskot Kota (Land Mark) dan Pembuatan Miniatur Maskot Kota Perkotaan Kandangan 

 
APBD KAB Bappeda 

        

    
Pembangunan Monumen maskot kota Perkotaan Kandangan 

 
APBD KAB Bappeda 

        

    
Survei dan Pemetaan    (Pembuatan peta digital dengan citra satelit) Perkotaan Kandangan 

 
APBD KAB Bappeda 

        

   
1.1.2 Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) 

            

   
a. Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Daha selatan dan Loksado Daha Selatan dan Loksado 250 APBD KAB Bappeda 

        

   
b. Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan Daha Selatan dan Loksado 1.000 APBD KAB Bappeda, DCKTR 

        

   
c. Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan Daha Selatan dan Loksado 2.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, Investor 
DCKTR 

        

   
d. Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan Daha Selatan dan Loksado 2.000 APBD KAB, Investor DCKTR 

        

   
1.1.3 Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 

            

   
a. Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan 

Perkotaan Angkinang, Telaga Langsat, Sungai Raya, Padang 

Batung, Kalumpang, Daha Utara, Daha Barat, dan Simpur. 
2.400 APBD KAB Bappeda 

        

   
b. Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan 

Perkotaan Angkinang, Telaga Langsat, Sungai Raya, Padang 

Batung, Kalumpang, Daha Utara, Daha Barat, dan Simpur. 
8.500 APBD KAB Bappeda, DCKTR 

        

   
c. Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan 

Perkotaan Angkinang, Telaga Langsat, Sungai Raya, Padang 

Batung, Kalumpang, Daha Utara, Daha Barat, dan Simpur. 
10.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, Investor 
DCKTR 

        

   
d. Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan 

Perkotaan Angkinang, Telaga Langsat, Sungai Raya, Padang 

Batung, Kalumpang, Daha Utara, Daha Barat, dan Simpur. 
10.000 APBD KAB, Investor DCKTR 

        

  
1.2 Perwujudan Sistem Perdesaan 

            

   
1.2.1 Penyusunan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) 

Desa Hamalan di Kecamatan Sungai Raya;  

Desa Bambau di Kecamatan Angkinang;  Desa Amawang Kiri 

di Kecamatan Kandangan;  Desa Sungai Kupang dan Desa 

Kaliring di Kecamatan Padang Batung;  Desa Warah Tengah 

dan Desa Kapuh di Kecamatan Simpur;  Desa Tambingkar di 

2.000 APBD Kab Bappeda 
        

   
1.2.2 Penataan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 2.000 APBD Kab Bappeda 

        

   
1.2.3 Peningkatan Infrastruktur Perdesaan 
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No. Program Utama Lokasi 

 

Besaran 

(Jutaan 

Rp) 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1(2012-2016) PJM-2 

(2017-

2021) 

PJM-3 

(2022-

2026) 

PJM-4 

(2027-

2031) 1 2 3 4 5 

    
Mengembangkan Bangunan PMA (Penangkap Mata Air) Kecamatan Kalumpang;  Desa Banua Hanyar, Desa 

Tambangan, Desa Samuda, dan Desa Dahirin Raya di 

Kecamatan Daha Selatan;  Desa Pekapuran Kecil, Desa 

barung Kambang, dan Desa Hamayung di Kecamatan Daha 

Utara;  Desa Tanjung Selor di Kecamatan Daha Barat; dan 

Desa Longawang di Kecamatan Telaga Langsat. 

 
APBD Kab Bappeda, DCKTR 

        

    
Mengembangkan SPT (Sumur Pompa Tangan) 

 
APBD Kab Bappeda, DCKTR 

        

    
Mengembangkan pembangunan Drainase 

 
APBD Kab Bappeda, DCKTR 

        

    
Mengembangkan Bangunan MCK (Mandi Cuci, Kakus) 

 
APBD Kab Din LH Takotdes 

        

    
Mengembangkan Bangunan JAGA (Jamban Keluarga) 

 
APBD Kab Bappeda, DCKTR 

        

   
1.2.4 Peningkatan Infrastruktur Perdesaan 

           

    
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 

 
APBD Kab Bappeda, DCKTR 

        

    
Pengembangan Pelayanan Publik 

 
APBD Kab Bappeda, DCKTR 

        

    
Pembangunan Kantor DPRD dan Sekretariat Daerah 

 
APBD Kab Bappeda, DCKTR 

        

                 

 
2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah 

            

  
2.1 Prasarana Utama 

            

   
2.1.1 Transportasi Darat 

            

   
a. Pengembangan jaringan jalan 

a. rencana jaringan jalan dan jembatan yang 

menghubungkan antara bagian barat dengan bagian tengah 

Kalimantan Selatan meliputi ruas Negara – Kandangan;  

b. rencana pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang 

menghubungkan antara bagian tengah dengan bagian timur 

- tenggara Kalimantan Selatan meliputi: Kandangan – 

Batulicin 

600.000 
APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Din. Bina Marga, SDA & ESDM Kab, 

Din. Bina Marga Prov, Kem.PU         

   
b. Peningkatan jalan baru 

ruas jalan kabupaten meliputi ruas bundaran hamalau – 

muara banta – Jalan Al-Falah – Jalan HM.Yusi – Gambah. 
20.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Din. Bina Marga, SDA & ESDM Kab, 

Din. Bina Marga Prov, Kem.PU         

   
c. Pengoptimalan jalan 

            

    
1. Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer (AP1) status negara 

ruas jalan Jembatan Manggaris (bts. Kab. HSS) - Bts. Kota 

Kandangan;  

ruas jalan Jln. Sudirman (Kandangan);  

ruas jalan Bts. Kota Kandangan - ds. Bagambir (bts. Kab. 

Hst); dan 

ruas jalan Jln. Ahmad yani (Kandangan). 

140.000 
APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Din. Bina Marga, SDA & ESDM Kab, 

Din. Bina Marga Prov, Kem.PU         

    
2. Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer (KP2) status provinsi  

Kandangan - Pd. Batung - Lumpangi - Loksado – Batulicin 

meliputi : ruas jalan Jl. Antasari (Kandangan); ruas jalan Jl. 

Sutoyo (Kandangan); ruas jalan Jl. Hasan Basri (Kandangan);  

ruas jalan Kandangan - Pd Batung; ruas jalan Padang 

Batung - Lumpangi - Loksado; dan ruas jalan Lumpangi - 

Batu Licin.   

Kandangan - Balimau - Mr. Muning meliputi:  Jl. 

Hantarukung (Kandangan);  Jl. Tibung Raya (Kandangan);  

Kandangan – Balimau;   Balimau - Muara Muning;  

Kandangan - Negara - Tumbakan Banyu;  Jl. Raya Negara 

(Kandangan);  Kandangan – Negara; dan Nagara - 

Tumbakan Banyu. 

30.000 APBD PROV, APBN Din. Bina Marga Prov, Kem.PU 
        

    
3. Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder status kabupaten Seluruh wilayah 50.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Din. Bina Marga, SDA & ESDM Kab, 

Din. Bina Marga Prov, Kem.PU         

    
4. Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder status kabupaten Seluruh wilayah 20.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab 

        

    
5. Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer (LP1) status kabupaten Seluruh wilayah 500.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab 

        

    
6.  Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer (LP2) status kabupaten Seluruh wilayah 200.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab 

        

    
7. Peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan Seluruh wilayah 150.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Din. Bina Marga Prov, Kem.PU 

        

   
d. Peningkatan kinerja dan pengembangan terminal penumpang tipe C  Kandangan Kota Kandangan Kota 85.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab, 

Dishubkominfo Kab         

   
e. Mengembangkan Terminal Terpadu Kandangan Kota 85.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab, 

Dishubkominfo Kab         
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No. Program Utama Lokasi 

 

Besaran 

(Jutaan 

Rp) 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1(2012-2016) PJM-2 

(2017-

2021) 

PJM-3 

(2022-

2026) 

PJM-4 

(2027-

2031) 1 2 3 4 5 

   
f Memfasilitasi Pembukaan Trayek Bersubsidi Seluruh wilayah 200 APBD KAB Dishubkominfo 

        

   
g. Memfasilitasi Trayek trayek Andalan Pariwisata Seluruh wilayah 200 APBD KAB Dishubkominfo 

        

   
h Memfasilitasi Peremajaan Angkutan Perdesaan Seluruh wilayah 

           

   
I. Memfasilitasi Penggantian Beca dengan Bentor Seluruh wilayah 

           

   
j. Mengembangkan Bus Air Antar Kabupaten di kawasan rawa 

Daha Selatan– Rantau (Kabupaten Tapin– Amuntai - 

Banjarmasin. 
4.999 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Dishubkominfo 

        

   
h Pengembangan jalur angkutan sungai dan penyeberangan 

Daha Selatan– Rantau (Kabupaten Tapin– Amuntai - 

Banjarmasin. 
5.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Dishubkominfo 

        

   
i. pengembangan pelabuhan penyebrangan Pelabuhan Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan. 10.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Dishubkominfo 

        

   
j. pengembangan dermaga penyebarangan 

Dermaga Andi Tajang di Desa Tumbukan banyu;  

Dermaga Pasar Senin di Kecamatan Daha Selatan; 

danDermaga Jalan Kramat di Kecamatan Daha Selatan. 

15.000 
APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Dishubkominfo 

        

   
k. Perencanaan dan pembangunan terminal pedesaan di Bajayau Kec. Daha Barat Kec. Daha Barat 

 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Dishubkominfo 

        

   
l Penyusunan Regulasi pengaturan dan penetapan kelas jalan Seluruh wilayah 300 APBD KAB Dishubkominfo 

        

                 

   
2.1.2 Perkeretaapian 

            

   
a. Sosialisasi, Perencanaan, dan Pembangunan Jaringan Rel yang melintasi Kabupaten HSS Hulu Sungai Selatan – Hulu Sungai Tengah – Tapin 50.000 APBN Kem. Perhubungan 

        

   
b. Pembangunan Stasiun Kandangan Kecamatan Kandangan 5.000 APBN Kem. Perhubungan 

        

                 

  
2.2 Prasarana Lainnya 

            

   
2.2.1 Jaringan Energi 

            

   
a. Pengembangan pembangkit tenaga listrik baru Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 

Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung 

Desa Ulang Kecamatan Loksado 

Desa Haratai Kecamatan Loksado 

100.000 APBN, SWASTA 
Kem. ESDM, Pertamina, Investor, 

Distamben         

   
b. Pengembangan pembangkit tenaga listrik baru Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

Kecamatan Daha Barat; Kecamatan Loksado; Kecamatan 

Simpur; Kecamatan Daha Selatan; Kecamatan Daha Barat; 

Kecamatan Telaga Langsat 

600.000 APBN, SWASTA 
Kem. ESDM, Pertamina, Investor, 

Distamben         

   
c. Penyediaan Sumber Daya Biogas, Bio Diesel, dan Bio Ethanol 

Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur; Desa Hariti 

Kecamatan Sungai Raya; Desa Pakuan Timur Kecamatan 

Telaga Langsat; Desa Angkinang Kecamatan Angkinang; 

Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung; dan 

Desa Sirih Hulu Kecamatan Kalumpang. 

15.000 APBN, SWASTA 
Kem. ESDM, Pertamina, Investor, 

Distamben         

   
d. 

Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 

kapasitas 20 Kilo Volt (KV) 
kabupaten Hulu Sungai Selatan 2.000 APBN, SWASTA Kem. ESDM, PLN 

        

                 

   
2.2.2 Jaringan Telekomunikasi 

            

   
a. Pengembangandan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel  Kabupaten Hulu Sungai Selatan 25.000 APBN, SWASTA Kem. Kominfo, Telkom, Investor 

        

   
b. Pengembangan fasilitas hotspot pada fasilitas publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan 250 APBD KAB Dishubkominfo Kab 

        

   
c. Pengembangan menara bersama BTS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5.000 APBD KAB Dishubkominfo Kab 

        

   
d. Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Letak Menara (RTLM)/Cell Planning Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 APBD KAB. Dishubkominfo Kab 

        

   
e. Penyusunan regulasi tentang Rencana Tata Letak Menara (RTLM)/Cell Planning Kabupaten Hulu Sungai Selatan 150 APBD KAB. Dishubkominfo Kab 

        

   
2.2.3 Jaringan Sumberdaya Air 

            

   
a. Penyusunan regulasi tentang pola pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Barito WS BARITO Sub Das Negara 500 APBD PROV, APBN PSDA Prov 

        

   
b. Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan 
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No. Program Utama Lokasi 

 

Besaran 

(Jutaan 

Rp) 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1(2012-2016) PJM-2 

(2017-

2021) 

PJM-3 

(2022-

2026) 

PJM-4 

(2027-

2031) 1 2 3 4 5 

    
1. Mengembangkan Jaringan Irigasi 

Kecamatan Sungai Raya;  Padang Batung; Kecamatan 

Kandangan;Kecamatan Angkinang; Kecamatan Sungai 

Raya; Kecamatan Kandangan; Kecamatan Sungai Raya; 

Kecamatan Kandangan. 

45.000 
APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Bappeda, Din Bina Marga ESDM dan 

SDA Kab, PSDA Prov, Kem. PU         

    
2. Melakukan Normalisasi/ Pemeliharaan Saluran 

Kecamatan Sungai Raya;  Padang Batung; Kecamatan 

Kandangan;Kecamatan Angkinang; Kecamatan Sungai 

Raya; Kecamatan Kandangan; Kecamatan Sungai Raya; 

Kecamatan Kandangan. 

45.000 
APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Bappeda, Din Bina Marga ESDM dan 

SDA Kab, PSDA Prov, Kem. PU         

    
3. Meningkatkan Optimalisasi pemanfaatan Irigasi 

Kecamatan Sungai Raya;  Padang Batung; Kecamatan 

Kandangan;Kecamatan Angkinang; Kecamatan Sungai 

Raya; Kecamatan Kandangan; Kecamatan Sungai Raya; 

Kecamatan Kandangan. 

45.000 
APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Bappeda, Din Bina Marga ESDM dan 

SDA Kab, PSDA Prov, Kem. PU         

   
c. Rehabilitasi Bendung 

Kecamatan Sungai Raya;  Padang Batung; Kecamatan 

Kandangan; Kecamatan Angkinang; Kecamatan Sungai 

Raya; Kecamatan Kandangan; Kecamatan Sungai Raya; 

Kecamatan Kandangan. 

15.000 
APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Bappeda, Din Bina Marga ESDM dan 

SDA Kab, PSDA Prov, Kem. PU         

   
d. Program Kali Bersih (PROKASIH) Sungai dan Anak Sungai di Sub-Sub DAS Amandit 5.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Bappeda, BLH, Din. Bina Marga ESDM 

& SDA         

   
e. Pengendalian pemanfaatan air tanah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1.000 APBD KAB Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab 

        

   
f. Pengendalian Banjir Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5.000 APBD KAB, Bappeda, BLH 

        

    
- Meningkatkan Pengelolaan Lahan Rawa Kabupaten Hulu Sungai Selatan 15.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab, 

PSDA Prov         

    
- Meningkatkan Pemeliharaan dan rehabilitasi Bantaran dan tanggul Kabupaten Hulu Sungai Selatan 15.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab, 

PSDA Prov         

    
- Membangun Reservoir Pengendali Kabupaten Hulu Sungai Selatan 10.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Bappeda, BLH 

        

    
- Melakukan Pengerukan Sungai Sungai dan Anak Sungai di Sub-Sub DAS Amandit 25.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Bappeda, Din Bina Marga ESDM dan 

SDA Kab         

    
- Meningkatkan Rehabilitasi Lahan catchment Area (Terrasering) 

            

    
- Membangun Saluran Drainase Gorong-Gorong 

            

   
j. Perluasan pelayanan air minum 

Kecamatan Muara Banta, Batung, Angkinang; Nagara; 

Kalumpang; Simpur-Sungai Raya. 
5.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Bappeda, DCKTR, PDAM, Kem. PU 

        

   
k. rencana pemasangan sambungan langganan baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3.750 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Bappeda, DCKTR, PDAM 

        

                 

   
2.2.4 Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan 

            

   
a. Penyusunan Manajemen Persampahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 400 APBD KAB DCKTR 

        

   
b. Peningkatan pengelolaan persampahan menjadi sanitary landfill (TPA) Malutu Desa Sungai Raya Selatan 15.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
DCKTR, Din Cikataru Prov 

        

   
c. Pengembangan TPST Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

           

    
- Pembebasan lahan TPST 

 
10.000 APBD KAB DCKTR 

        

    
- DED TPST 

 
200 APBD KAB DCKTR 

        

    
- Pembangunan TPST 

 
10.000 APBD KAB DCKTR 

        

    
- Pengembangan Manajemen Pengelolaan TPST 

 
100 APBD KAB DCKTR 

        

   
d. Perluasan pelayanan persampahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2.000 APBD KAB DCKTR 

        

   
e. Pengembangan saluran pembuangan air limbah (SPAL) Kawasan Perkotaan di Hulu Sungai Selatan 500 APBD KAB DCKTR, BLH 

        

   
f. Pengelolaaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Kawasan Perkotaan di Hulu Sungai Selatan 5.000 APBD KAB DCKTR, BLH 

        

   
g. Pengelolaan limbah secara komunal Kawasan Perkotaan di Hulu Sungai Selatan 400 APBD KAB DCKTR, BLH 

        

    
- Pembentukan POKMAS IPL Komunal Kawasan Perkotaan di Hulu Sungai Selatan 125 

APBD KAB, APBD 

PROV 
DCKTR, BLH 
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- DED IPL Komunal Kawasan Perkotaan di Hulu Sungai Selatan 150 

APBD KAB, APBD 

PROV 
DCKTR, BLH 

        

    
- Pembangunan IPL Komunal Kawasan Perkotaan di Hulu Sungai Selatan 2.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, SWADAYA 
DCKTR, BLH 

        

   
h. Penyusunan Kajian Masterplan Drainase Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1.000 APBD KAB Bappeda 

        

   
i. Pengembangan dan Pemberdayaan Sanimas Perkotaan Hulu Sungai Selatan 250 

APBD KAB, APBD 

PROV 
DCKTR 

        

   
j. Penyusunan SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 150 APBD KAB Bappeda 

        

   
k. Penyediaan air minum pada daerah rawan air Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1.500 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
DCKTR 

        

   
l. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana kawasan bencana longsor dan banjir 5.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab, 

Din PU Prov, PDAM         

                 
B. PERWUJUDAN POLA RUANG 

            

 
1. Perwujudan Kawasan Lindung 

            

  
1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 

            

   
a. Penetapan fungsi kawasan resapan air 

Kecamatan Loksado ; Kecamatan Padang ; Kecamatan 

Telaga 
500 

APBD KAB, APBD 

PROV 
Dishutbun, Din. Kehutanan Prov. 

        

   
b. Penyusunan regulasi pengelolaan kawasan resapan air 

Kecamatan Loksado ; Kecamatan Padang ; Kecamatan 

Telaga 
200 

APBD KAB, APBD 

PROV 
Bappeda, Sekretariat Daerah 

        

   
c. Penyusunan rencana rinci kawasan resapan air 

Kecamatan Loksado ; Kecamatan Padang ; Kecamatan 

Telaga 
500 APBD KAB Bappeda 

        

   
d. Sosialisasi pengelolaan kawasan resapan air 

Kecamatan Loksado ; Kecamatan Padang ; Kecamatan 

Telaga 
400 APBD KAB BLH 

        

   
c. Rehabilitasi kawasan kritis pada kawasan resapan air 

Kecamatan Loksado ; Kecamatan Padang ; Kecamatan 

Telaga 
500 

APBD KAB, APBD 

PROV 
BLH, Dishutbun, Din. Kehutanan Prov. 

        

   
e. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 500 

APBD KAB, APBD 

PROV 
BLH, Dishutbun,  Din. Kehutanan Prov. 

        

   
f. Pemasyarakatan Satu Orang Satu Pohon Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN, 

SWADAYA 

Dishutbun, Din. Kehutanan Prov. Kem. 

Kehutanan, Masyarakat         

                 

  
1.2 Kawasan perlindungan setempat 

            

   
a. Inventarisasi dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat  Kabupaten Hulu Sungai Selatan 500 APBD KAB Bappeda 

        

   
b. Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan perlindungan setempat Kabupaten Hulu Sungai Selatan 500 APBD KAB BLH 

        

   
c. Inventarisasi dan pengelolaan kawasan sempadan sungai Setiap sungai 500 APBD KAB Bappeda 

        

   
d. Inventarisasi dan pengelolaan kawasan sempadan danau Setiap danau 500 APBD KAB DPU 

        

   
e. Inventarisasi dan pengelolaan jaringan irigasi Setiap jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier 500 APBD KAB Bappeda 

        

   
f. Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan sungai Setiap sungai 200 APBD KAB 

BLH, Din Bina Marga ESDM dan SDA 

Kab         

   
g. Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan danau Setiap  danau 200 APBD KAB 

BLH, Din Bina Marga ESDM dan SDA 

Kab         

   
h. Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan jaringan irigasi Setiap jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier 200 APBD KAB 

BLH, Din Bina Marga ESDM dan SDA 

Kab         

   
i. Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan sungai Setiap sungai 7.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 
BLH, PSDA 

        

   
j. Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan danau Setiap danau 5.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 
BLH, PSDA 

        

   
k. Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan jaringan irigasi Setiap jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier 2.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 
BLH, PSDA 

        

                 

  
1.3 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 

            

   
a. Penetapan Kawasan cagar alam  dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 300 APBD KAB BLH, Din. Pariwisata dan Kabudayaan 

        

   
b. Penyusunan masterplan dan rencana rinci kawasan cagar alam dan cagar budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan 300 APBD KAB Bappeda 

        

   
c. Penyusunan peraturan zonasi kawasan suaka alam dan cagar budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan 300 APBD KAB Bappeda 

        

   
d. Rehabilitasi dan preservasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
BLH, Kem. LH 

        

   
e. Sosialisasi pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 APBD KAB BLH, Din. Pariwisata dan Kabudayaan 
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f. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 APBD KAB BLH, Din. Pariwisata dan Kabudayaan 

        

   
g. Pengendalian kerusakan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan 500 APBD KAB BLH, Din. Pariwisata dan Kabudayaan 

        

                 

  
1.4 Kawasan rawan bencana alam 

            

   
a. Penetapan kawasan rawan bencana 

            

    
- kawasan rawan banjir 

Kecamatan Kandangan; Kecamatan Kalumpang  

Kecamatan Angkinang; Kecamatan Sungai Raya; Kecamatan 

Padang Batung;  Kecamatan Telaga Langsat;Kecamatan 

Daha Selatan; Kecamatan Daha Utara;Kecamatan Daha 

Barat. 

250 APBD KAB Bappeda, Bakesbangpolinmas 
        

    
- kawasan rawan tsunami 

Kecamatan Loksado ; Kecamatan Padang ; dan Kecamatan 

Telaga 
250 APBD KAB Bappeda, Bakesbangpolinmas 

        

   
b. Penyusunan Rencana Rinci kawasan rawan bencana Kawasan rawan bencana 500 APBD KAB Bappeda 

        

   
c. Penyusunan peraturan zonasi kawasan rawan bencana Kawasan rawan bencana 500 APBD KAB Bappeda 

        

   
d. Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana Kawasan rawan bencana 500 APBD KAB Bakesbangpolinmas 

        

   
e. Pembuatan lokasi dan jalur evakuasi bencana Kawasan rawan bencana 5.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Bakesbangpolinmas  Kesbanglinmas 

Prov.         

   
f. Program mitigasi bencana Kawasan rawan bencana 500 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Bappeda, Bakesbangpolinmas  

Kesbanglinmas Prov.         

                 

 
2. Perwujudan Kawasan Budidaya 

            

  
2.1 Kawasan peruntukan hutan produksi; 

            

   
a. Penetapan kawasan hutan produksi 

            

    
1. Penetapan kawasan hutan produksi 

Kecamatan Loksado; Kecamatan Padang Batung; 

Kecamatan Sungai Raya; Kecamatan Telaga Langsat 
200 APBD PROV, APBN Din. Kehutanan Prov, Kem. LH 

        

    
2. Penetapan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi  

Kecamatan Daha Barat;  Kecamatan Daha Selatan; 

Kecamatan Daha Utara 
200 APBD PROV, APBN Din. Kehutanan Prov, Kem. LH 

        

   
b. Penyusunan tata kelola hutan produksi lestari kawasan hutan produksi 500 APBD PROV, APBN Din. Kehutanan Prov, Kem. LH 

        

   
c. Perluasan Kawasan Hutan 

            

    
Rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi yang rusak kawasan hutan produksi 5.000 APBD PROV, APBN Din. Kehutanan Prov, Kem. LH 

        

    
Peningkatan produktivitas hutan produksi/Mengembangkan Hutan Kebun (Agroforest)  kawasan hutan produksi 2.000 APBD PROV, APBN Din. Kehutanan Prov, Kem. LH 

        

                 

  
2.2 Kawasan peruntukan pertanian 

            

   
a. Penetapan kawasan peruntukan pertanian 

            

    
1. Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan 

Sungai Raya;Simpur;Kandangan; Telaga Langsat; Daha 

Utara; Padang Batung; Kalumpang;Angkinang;Daha Selatan; 

Daha Utara. 

200 APBD KAB Bappeda 
        

    
2. Penetapan kawasan holtikultura 

Telangga Langsat; Padang Batung; Daha Barat; Daha 

Selatan; Daha Utara; Sungai Raya; Telaga Langsat; 

Kandanga; Angkinang dan Padang Batung 

200 APBD KAB Bappeda 
        

    
3. Penetapan kawasan perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 APBD KAB Bappeda 

        

    
4. Penetapan kawasan peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 APBD KAB Bappeda 

        

   
b. Peningkatan produktivitas pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 201 APBD KAB Bappeda 

        

   
c. Sosialisasi pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 APBD KAB 

Din.Pertanian dan Peternakan, 

Dishutbun         

   
d. Pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 APBD KAB 

Din.Pertanian dan Peternakan, 

Dishutbun         
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e. Revitaliasasi pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
f. Pembangunan jalan usaha tani Kabupaten Hulu Sungai Selatan 10.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
g. Intensifikasi Lahan dan Produksi 

            

    
1. Meningkatkan Penangkaran Benih/Bibit  Kabupaten Hulu Sungai Selatan 10.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

    
2. Meningkatan Perlindungan Komoditi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 10.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

    
3. Mengoptimalkan Pengelolaan lahan dan peningkatan mutu Kabupaten Hulu Sungai Selatan 10.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

    
4. Meningkatkan Promosi hasil produksi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 10.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

    
Peningkatan Usaha Tani Tunda Jual dalam Agro industri 

            

   
h. Meningkatkan Pengolahan Hasil / Pasca Panen Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

  
Diskannak 

        

   
I, Meningkatkan buffer stock Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

  
Dinas Pertanian 

        

   
j. Pembangunan sub terminal agropolitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
k. 

Mengembangkan Agro Innovation Centre (Pelatihan Terbuka, Perpustakaan  Khusus Agro di 

BPKec) 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian, 

Bapeluh KP 
        

   
l. Mengembangkan Sentra Benih/bibit Tanaman Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
m. Mengembangkan Sentra Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
n. 

Mengembangkan Laboratorium Kultur Jaringan  sebagi pusat pembibitan tanaman hutan dan 

perkebunan 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
o. Mengembangkan Ternak Sapi Potong Pusat Ternak Benua Enam Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
p. Mengembangkan Pusat  bibit Perikanan di Benua Enam Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
q. Mengembangkan Sentra-Sentra Ternak Itik Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
r. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Usahatani Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
s. Mengembangkan  Mekanisasi Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
t. Meningkatkan Promosi produk pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
u. Mengembangkan Tanaman Karet Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
v. Memfasilitasi dan Mengembangkan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
w. Memfasilitasi dan Mengembangkan Perkebunan Kelapa dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
x. Meningkatkan Pengolahan Tomat dan Lombok Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
y. Mengembangkan Pengolahan Jagung Pipilan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

   
z. Mengembangankan Pengolahan dan Perdagangan Pisang. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din.Pertanian dan Peternakan, Din. 

Pertanian Prov. Kem. Pertanian         

                 

  
2.3 Kawasan peruntukan perkebunan 
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Memfasilitasi Pembangunan Pabrik Pengolahan CPO 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
Hutbun 

        

    
Mengembangkan dan Memfasilitasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
Hutbun 

        

    
Mengembangkan Usaha Drying (Pengeringan dan Pengolahan kayu) 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
Hutbun 

        

    
Mengembangkan Pengolahan Kayu Manis 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
Hutbun 

        

    
Meningkatkan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
Dinkes 

        

                 

  
2.4 Kawasan peruntukan perikanan 

            

   
a. Penetapan dan pengembangan kawasan perikanan 

            

    
1. Kawasan perikanan tangkap 

Kecamatan Kecamatan Daha Barat,  

Kecamatan Daha Selatan,  

Kecamatan Daha Utara,  

Kecamatan Kandangan,  

Kecamatan Simpur dan  Kecamatan Kalumpang. 

200 
APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Kelautan dan Perikanan, Dinas 

Kelautan dan Perikanan Prov.         

    
2. Kawasan perikanan budidaya 200 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Kelautan dan Perikanan, Dinas 

Kelautan dan Perikanan Prov.         

    
3. Kawasan pengolahan ikan 200 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Kelautan dan Perikanan, Dinas 

Kelautan dan Perikanan Prov.         

   
b. Penataan kawasan minapolitan Kecamatan Daha Selatan 200 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Din. Kelautan dan Perikanan, Dinas 

Kelautan dan Perikanan Prov. Kem.         

                 

  
2.5 Kawasan peruntukan pertambangan; 

            

   
a. Penetapan dan pengukuhan batas kawasan peruntukan pertambangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 APBD KAB Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab 

        

   
b. Penyusunan rencana rinci kawasan peruntukan pertambangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 500 APBD KAB Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab 

        

   
d. Sosialisasi pertambangan ramah lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 APBD KAB Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab 

        

   
e. Rehabilitasi dan konservasi kawasan bekas tambang Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2.000 APBD KAB Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab 

        

   
f. Optimalisasi kegiatan reklamasi pasca tambang Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2.000 APBD KAB Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab 

        

   
g. Pengendalian pertambangan illegal Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1.000 APBD KAB Din Bina Marga ESDM dan SDA Kab 

        

                 

  
2.6 Kawasan peruntukan industri 

            

   
a. Pengadaan tanah dan pembangunan kawasan indstri Kabupaten Hulu Sungai Selatan 70.000 

APBD KAB, APBD 

Prov 

Disperindagkop dan UMKM, Din. 

Perindagkop Prov.         

   
b. Pengembangan sentra / klaster industri kecil Kabupaten Hulu Sungai Selatan 10.000 

APBD KAB, APBD 

Prov 

Disperindagkop dan UMKM, Din. 

Perindagkop Prov.         

   
c. Penyusunan rencana rinci kawasan peruntukan industri menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 500 APBD KAB Bappeda 

        

   
d. Penyusunan rencana zonasi kawasan peruntukan industri menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 500 APBD KAB Bappeda 

        

   
e. Sosialisasi dan pemberdayaan kegiatan industri unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 APBD KAB 

Disperindagkop dan UMKM, Din. 

Perindagkop Prov.         

   
f. Pembangunan pasar seni dan kerajinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4.000 

APBD KAB, APBD 

Prov 

Disperindagkop dan UMKM, Din. 

Perindagkop Prov.         

   
g. Pembangunan pasar produk olahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4.000 

APBD KAB, APBD 

Prov 

Disperindagkop dan UMKM, Din. 

Perindagkop Prov.         

                 

  
2.7 Kawasan peruntukan pariwisata; 
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No. Program Utama Lokasi 

 

Besaran 

(Jutaan 

Rp) 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1(2012-2016) PJM-2 

(2017-

2021) 

PJM-3 

(2022-

2026) 

PJM-4 

(2027-

2031) 1 2 3 4 5 

   
a. Penetapan dan pengembangan kawasan wisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 500 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
c. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan 500 

APBD KAB, APBD 

PROV 

DPU, Din. Pariwisata dan Kebudayaan, 

Din Pariwisata Prov.         

   
d. Pelaksanaan  Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1.500 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
e. Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata 

para tukang ojek, joke, guide di daerah wisata  dan 

masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
200 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
f. Peningkatan kualitas lingkungan kawasan wisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan 500 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
g Pemeliharaan Sarana dan Prasarana OWA Tanuhi, Air Terjun Kilat Api dan Haratai Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
h. Pemeliharaan sarana & prasarana OW  Air Panas Tanuhi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Ziarah dan Religius 15 bh Wisata Ziarah & Religius 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
j. Program Destinasi Pariwisata 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

    
Tersedia 3 bh sarana prasarana objek wisata alam yang memadai Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

    
Tersedia 5 bh sarana prasarana Objek Wisata Sejarah yang memadai Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

    
Tersedia 4 bh sarana prasarana Objek Wisata Religius yang memadai Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
k. Mengembangkan Perencanaan Wisata Terapadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
l. Meningkatkan Pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
m. Mengembangkan Kemitraan Pengelolaan Objek Wisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
n. Perencanaan Agrowisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
o. Mengembangkan Agrowisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
p. Mengembangkan Wisata Out Bound Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
q. Mengembangkan Desa Wisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
r. Pengembangan Wisata Perjuangan dan Permuseuman Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din 

Pariwisata Prov.         

   
s. Mengembangkan wisata ziarah dan Religius (Taniran, Balimau dan Kubah Dingin Pasungkan) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

           

                 

  
2.8 Kawasan peruntukan pertambangan 

            

    
Peningkatan Manajemen Sumber Daya Energi 

            

   
a. Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 
Distamben 

        

   
b. Peningkatan Nilai tambah batubara menjadi Briket Batu Bara Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 
Distamben 

        

   
c. Penyediaan  tungku/Anglo Briket Batubara Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

APBD KAB, APBD 

PROV 
Perindagkop UKM 
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No. Program Utama Lokasi 

 

Besaran 

(Jutaan 

Rp) 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1(2012-2016) PJM-2 

(2017-

2021) 

PJM-3 

(2022-

2026) 

PJM-4 

(2027-

2031) 1 2 3 4 5 

  
2.9 Kawasan peruntukan permukiman 

            

   
a. Penyusunan RP4D Kabupaten Hulu Sungai Selatan 500 APBD KAB Bappeda 

        

   
b. Pengembangan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN, 

SWASTA 

DCKTR, Din. PU Prov,  Pengembang 

Perumahan         

   
c. Penataan lingkungan permukiman perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2.000 APBD KAB DCKTR 

        

   
d. Penataan lingkungan permukiman perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
DCKTR 

        

   
e. Peremajaan lingkungan kumuh Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU, Din. PU Prov 

        

   
f. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5.000 

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU, Din. PU Prov 

        

   
g. Penyusunan regulasi bangunan gedung Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU, Din. PU Prov 

        

                 

  
2.10 Kawasan peruntukan lainnya 

            

   
a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; 

            

    
1. Penetapan kawasan pertahanan dan keamanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 200 APBD KAB Bappeda, Kementrian Pertahanan 

        

    
2. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 15.000 APBN Kementrian Pertahanan 

        

                 

   
b. kawasan perdagangan dan jasa 

            

    
Pengembangan Wilayah   Strategis Cepat Tumbuh 

  
APBD KAB, DPU 

        

    
Revitalisasi Pasar Kandangan  (Los Batu Tahap I) 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

    
Revitalisasi Pasar Kandangan  (Los Batu Tahap II) 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

    
Revitalisasi Pasar Kandangan    (Los Batu Tahap III) 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

    
Pembangunan Pasar    Padang Batung 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

    
Pembangunan Pasar    Sungai Raya 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

    
Rehab Pasar Kecamatan    Loksado 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

    
Rehab Pasar Mandala    Kec. Telaga Langsat 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

    
Rehab. Pasar Desa Ulang 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

    
Rehab. Pasar Banyu Barau 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

    
Rehab. Pasar Bagambir 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

    
Rehab. Pasar Sirih 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

    
Rehab. Pasar Batang Kulur 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

    
Peningkatan , Pemeliharaan Pasar STA 

  

APBD KAB, APBD 

PROV 
DPU 

        

                 

 
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS 

            

  
1.1 

 
Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi 

            

   
a. 

Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi provinsi yang berada 

di kabupaten             

    
1. Kawasan Rawa Batang Banyu Perkotaan Hulu Sungai Selatan 20.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
DPU, Din.PU Prov, Kem. PU 

        

   
b. Penataan kawasan strategis pengembangan ekonomi kabupaten 

            

    
1.  Kawasan Ekonomi Sungai Terpadu 

 
20.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Bappeda 

        

    

2. Kota Transit Terpadu dan Kandangan Baru di koridor Jl. HM. Yusi---Jl. Al.Falah---Bundaran 

Hamalau 
perkotaan Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya 20.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Bappeda 

        

    
3. Kawasan  Strategis Pariwisata Terpadu di Kecamatan Loksado Kecamatan Loksado 20.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 
Bappeda 

        

    
4. Kawasan Minapolitan Daha Selatan 

           

  
1.2 

 
Kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya 
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No. Program Utama Lokasi 

 

Besaran 

(Jutaan 

Rp) 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1(2012-2016) PJM-2 

(2017-

2021) 

PJM-3 

(2022-

2026) 

PJM-4 

(2027-

2031) 1 2 3 4 5 

   
a. Penataan Kawasan Bersejarah se kabuapten HSS 2.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din. 

Pariwisata Prov. Balai Purbakala         

   
b. Pembangunan sarana prasarana kawasan se kabuapten HSS 2.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, Din. 

Pariwisata Prov. Balai Purbakala         

                 

  
1.3 

 
Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 

            

   
a. 

Penataan dan masterplan kawasan strategis  kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup             

    
1. Kawasan Rawa Banjir 

 
500 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Dishutbun, Din. Kehutanan Prov, Kem. 

Kehutanan         

    
2. Kawasan Hutan Lindung Loksado Loksado 500 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Dishutbun, Din. Kehutanan Prov, Kem. 

Kehutanan         

   
b. Pembangunan sarana prasarana kawasan 

 
10.000 

APBD KAB, APBD 

PROV, APBN 

Din. Pariwisata dan Kebudayaan, BLH. 

Prov. Kem. LH         

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

TTD 

 
ACHMAD FIKRY
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